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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerjasama Antara
karyawan security dengan perusahaan pada Rumah Sakit
Pertamedika (RSPUR), dimana pihak pekerja dalam melaksanakan
pekerjaan kepada Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan
upah sesuai dengan tupoksinya. Namun keluhan dari pekerja
dimana upah yang diterima belum sesuai UMP yaitu sebesar Rp.
2.200.000 perbulannya. Sedangkann jika bekerja melebihi jam
kerja yang telah ditetapkan maka tidak ada upah lembur maupun
bonus yang diberikan. Hal yang ingin diteliti adalah bagaimana
sistem pengupahan pekerja security pada rumah sakit Pertamedika
dan apakah praktik pengupahan pekerja security pada rumah sakit
pertamedika sudah sesuai dengan ketentuan konsep ljarah Bil
‘Amal. Penulis menggunakan penelitian Kualitatif dengan metode
emperis  normatif, metode pengumpulam data  penulis
menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research)
serta penelitian lapangan (field reseacrh) yang dilakukam di
Rumah Sakit Pertamedika. Hasil penelitiam ditemukan bahwa
rumah sakit pertamedika memberikan upah belum sesuai dengan
UMP (Upah Minum Provinsi) perbulannya. Sedangkan upah
berdasarkan UMP sebesar Rp. 3.280.327 Rupiah. Dampak yang
terjadi banyak pekerja security memilih berhenti bekerja sebelum
maupun kontrak berakhir. Dan juga ditinjau dari agad ijarah
bil’amal dan ekonomi syariah terutama dalam hal pemberian upah
pekerja security belum semuanya sesuai dengan syariah terutama
dalam hal pemberian upah pada pekerja security tersebut.
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Abstract

Thesis tittle  : Analysis of the Wages of Pertamedika Hospital
Security Workers from the ljarah Bil 'Amal
Perspective.

Author/NIM : Nurul Hikmah/30183734

Supervisor  : 1. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
2. Dr. Zaki Fuad, M.Ag

Keywords . ljarah bil ‘amal, Wage, Employee

This research was motivated by the existence of collaboration
between security employees and the company at Pertamedika
Hospital (RSPUR), where workers in carrying out work for the
Hospital were obliged to provide wages in accordance with their
main duties and functions. However, complaints from workers that
the wages received do not match the UMP, namely Rp. 2,200,000
per month. Meanwhile, if you work beyond the specified working
hours, no overtime pay or bonuses will be given. What we want to
research is the wage system for security workers at Pertamedika
hospitals and whether the practice of paying security workers at
Pertamedika hospitals is in accordance with the provisions of the
Ijarah Bil ‘Amal concept. The author used qualitative research with
normative empirical methods, the author's data collection method
used library research methods and field research which was
carried out at Pertamedika Hospital. The results of the research
found that the Pertamedika hospital provided wages that were not
in accordance with the monthly UMP (Provincial Drinking Wage).
Meanwhile, wages based on the UMP are Rp. 3,280,327 Rupiah.
The impact is that many security workers choose to stop working
before their contract ends. And also in terms of the agad ijarah
bil'amal and sharia economics, especially in terms of paying
security workers, not everything is in accordance with sharia,
especially in terms of paying wages to security workers.

XVi



sadlall

Y Jskiie (e Wl Adiuay a1 Js jgal dalad Al o) gis

Jandly
FOVAYYYE [ daSall jgi s Al a8/ Calgall
ealall algl dasa 5 gl - i diall
siiealall A6 S35 sl Y
sl Jeadl s ) Ad)al) clalsl

i A4S Ha g Y Al ga Cp (glat dga g 98 i) 13 g g adlal)
Gy sl b sy hdiuall B Janl) LAT B ¢ slalal) Sl Cun LSali
A oY) Ol Jland) (1 (s gl LR el pa g Api ) pgdillh g g agilaal o!
VY0 Augy sag dakilall A sadl AaY) asd) g (gUaT Y LgS gl

ol dada 2y 18 Basaal) Jaadl el sy Jar S 1) Al cdgl) g L g

B oY) (B Clalall jsal) sl ga A Cad) &y i Le clilSa of AL

s® oY) b Clalad) ) gl ada A jlas il 1) La g LS0asal o il

Coal) Cilpal) ariieal Janlly 8 LaY) a sgda plial aa (381 55 LS00l iy Cilididiiss
Lalil) el aen 48y b Cuasdin 5 dy Ll g 2l Cullad) aa o i)
il B o) o) Al 1) Nual) il g Sall Ciad) cullud Cilgally

e (38155 Y 1 gl adly S04l Al Of () Gial) il cilea g5 Sl
Y Al e sl adied cdudl cBgl) B dadalial) & Gl o el oY)
G ) G A Al g A gy FOYA WYY dg) ga g dakilial) b ) gadl
Lagh clliS g ana ghe slgiil 8 Jard) oo i gl (g iy Cal) Jlaa (8 Cpalalal)
Jues sl aday (3l Lad duald g 0 ) JaiBY) 5 Janlly 5 LaY) Jhay (3lay
o5l gy (et Lad dald g cdpadlsy) Ay 5l g (B8 55 5o S Galh (0aY)
GaY) Jas,

XVil



DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL .....ooiiiiiiiiiieeieese e i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .................... ii
LEMBAR PENGESAHAN........cooiieeeiese e iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .......cccoocvvviiieinnn, iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.......ccoooueiiiiiiiiieiiee %
KATA PENGANTAR ..ottt Xiii
ABSTRAK ..ottt ettt ane e neeneenees XV
DAFTAR ISE .ot an e sta e xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN.........cccoiiiiieiier e 1
1.1 Latar Belakang Masalah............cccocveiiiiiiiiicien, 1
1.2 Rumusan Masalah ...........ccccooviieiiiieiieie e 11
1.3 Tujuan Penelitian ............cccceooiiriiiiteiieenieese e 12
1.4 Penjelasan Istilah............cccooeooeiiieiiiiciiece e 12
1.5 Tinjauan Pustaka ............cccocvvvueieeienieeseesie e 14
1.6 Metode Penelitian’. . ..ot B adbebedie e e 19
1.6.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian..................... 19
1.6.2. Kehadiran Peneliti............ccoccccviveveiinerinsinnnnns 24
1.6.3. Tekhnik Pengumpulan Data.........c...cccccveueenen. 24
1.6.4. Teknik Analisa Data.............ccccoeereninnniniinnnn. 27
1.6.5. Langkah-Langkah Analisa Data...................... 28
1.7. Sistematika Pembahasan ............cccceeeviiiiiinicnienn, 30
BAB DUA : LANDASAN TEORI......ccooiiiiiiiiiinieien,
2.1. Sistem Pengupahan Dalam Islam...........cccccceiienn.n. 32
2.1.1. Pengertian ljarah bil al- ‘amai........................ 32
2.1.2. Landasan Hukum ljarah bil al- ‘amal ............ 34
2.1.3. Rukun dan Syarat ljarah bil al- ‘amal............. 42
2.1.4. Macam-Macam ljarah ..........ccccocevnvnininnnn, 51
2.2. Ketentuan Kerja Karyawan ..........c.cccceevvenveneniennnnns 57
2.3. Pihak-pihak Yang Dapat Menentukan Upah
KarYaWan ......cocveeiiiieiiieiiiee e 58
2.4. Sistem Penetapan Upah dalam Islam ...................... 59
2.5. Hak-hak Pokok Karyawan ...........cccccoevvevieiieeinnenne. 66
2.6. Prinsip Keadilan ... 68



2.7. Tinjauan Umum Upah Menurut Hukum Positif....... 72
2.7.1.Pengertian Upah...........cccccvevviieiieic e, 72
2.7.2. Kerja Lembur dan Upah Lembur ................... 78

BAB TIGA : MEKANISME PENGUPAHAN
KARYAWAN PADA RUMAH SAKIT

PERTAMEDIKA .....ccooiieiecte it 86

3.1. Gambaran Umum Rumah Sakit Pertamedika.......... 86
3.1.1. Struktur Organisasi Pekerja Security Pada

REPUR............ .. B 88

3.2. Penilaian Komitmen, Loyalitas, dan Dedikasi
Pegawai Tidak Tetap Terhadap Penentuan Upah .... 89
3.3. Analisis Pengupahan Pekerja Security Pada
Rumah Sakit Ummi Rosnati dalam Perspektif
ljarah Bil “Aminl 8 08 . B8 B N8 & 91
3.4. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Sistem Pengupahan Karyawan Rumah Sakit
Peenoding..... N F S 7R B 94
3.5. Sistem Pengupahan Karyawan Rumah Sakit
Pertamedika Dalam Pandangan ljarah bil al- ‘amal 97

BAB EMPAT : PENUTUP ....ocoiiiiiiireciie e 101
4.1, KeSIMpPulan .......cccccooviiiiie e 101
4.2 Saran.......... Ree. [ of0umen N 102

DAFTAR PUSTAKA ..ottt 104

XiX



BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Upah adalah salah satu unsur dalam dunia ketenagakerjaan
yang sangat penting. Di dalam Islam, upah berarti suatu imbalan
yang diterima oleh seseorang atau suatu pihak atas suatu pekerjaan
yang telah diselesaikan dalam bentuk materi (di dunia) dan juga
pahala (di akhirat)." Sebuah perusahaan dikatakan berhasil dalam
merealisasikan  tujuannya adalah jika karyawannya bisa
berpartisipasi aktif dalam melaksanakan peran. Pekerja atau pun
karyawan tidak hanya berperan sebagai objek, namun karyawan
pun juga bisa menjadi perencana, pelaksana, dan juga pengendali
yang bisa berpartisipasi secara aktif dalam merealisasikan tujuan

dalam organisasi yang dicita-citakan.

Dalam pernyataan tersebut, kontribusi yang dapat diberikan
karyawan kepada suatu perusahaan ialah: keahlian, kemampuan,
dan juga keterampilannya. Sedangkan kontribusi yang dapat
diberikan oleh pihak perusahaan ialah imbalan berupa materi dan
juga apresiasi kepada setiap karyawannya secara adil. Imbalan atau
upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya adalah
suatu bentuk dari rasa terimakasih dan juga ganti rugi dikarenakan

seseorang telah mencurahkan segala keterampilan, kemampuan,

! Afifah Nurul Jannah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan
Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah, (Semarang, Institut Agama
Islam Wali Songo, 2009), him. 2.



dan juga keahlian yang ia miliki demi tercapainya tujuan dari
sebuah perusahaan. Karyawan juga merupakan salah satu factor
yang sangat penting dibidang produksi dalam suatu perusahaan.
Suatu perusahaan memiliki kewajiban dalam memperatikan hak
dan juga kesejahteraan karyawannya, dikarenakan suatu
perusahaan dikatakan berhasil jika para pegawainya sejahtera. Hal
ini juga akan berdampak kepada produksi, pemasaran produk, dan
juga sebagainya jika karyawan di suatu perusahaan memiliki
kualitas yang baik di bidangnya masing-masing. Maka dari itu,
kesejahteraan karyawan merupakan salah satu faktor penting yang

harus selalu diperhatikan.

Upah menurut pengusaha adalah biaya yang dikeluarkan,
sedangkan bagi pekerja upah adalah hal sebaliknya, yaitu sesuatu
hal yang digunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kalau upah merupakan cost (biaya) maka akan berdampak pada
harga jual beli dari barang-barang produksi. Dari kejadian ini,
maka diberlakukan prinsip ekonomi yaitu: meminimalkan biaya
pengeluaran demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal
inilah yang menimbulkan konflik bagi pekerja, dikarenakan pekerja
atau karyawan tidak setuju dengan prinsip tersebut, karena menurut
mereka upah atau imbalan merupakan hak yang harus mereka teria
dari perusahaan tempat mereka bekerja. Dengan kata lain, ada
suatu hubungan yang saling memberikan pengaruh satu sama
lainnya yaitu Antara upah yang diterima oleh para pekerja dengan

tingkat produktivitas. Karena, upah memuaskan yang diterima oleh



para pekerja nantinya akan berdampak pada tingkat produktivitas

para pekerja yang pastinya akan meningkat.?

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi suatu perusahaan
pemerintah maupun swasta untuk bisa memberikan imbalan atau
upah yang sesuai dengan kemampuan serta keahlian yang dimiliki
olen pekerjanya yang telah diberikan dan disalurkan demi
tercapainya tujuan perusahaan. Maka dari itu, untuk penentuan
upah kerja kepada masing-masing karyawan haruslah lebih
diperhatikan, karena hal itu merupakan salah satu fakto penetu
efisien atau tidaknya suatu pekerjaan yang dilakukan karyawan
untuk menciptakan suatu kreasi dan inovasi yang sangat

bermanfaat bagi perusahaan.

Di dalam Islam, pembahasan upah menjadi suatu pokok
dalam ijarah yang dalam penmbahasannya membahas sewa-
menyewa dari pada upah. Dalam Figh Muamalah, ijarah berati
upah, jasa, atau imbalan.® Secara terminologi ijarah berarti akad*
dalam pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui
pembayaran upah tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan

atas barang tersebut.”

2 Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung, cet
1, (Jakarta : Forum Sahabat), him. 1.

% Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama,
2007), him. 228.

* M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Ed.1, Cet.1,
Jakarta :PT Raja Gravindo Persada,2003, him.101.

SRidwan Nurdin, Figh Muamalah,(Banda Aceh : PeNA, 2010), him. 85.



Dasar hukum tentang kebolehan upah sebagai berikut®:
s Cesd s G AT o o7 0.3
A D) (a5l a8 Gala )l
Artinya :

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah
upah mereka (QS. At-Thalaq : 6).

Hadits Rasulullah SAW tentang upah, Diriwayatkan oleh lbn
Umar Nabi SAW bersabda’:

) ) shae ) 1 alu g anle ) Lea i) Jguy o) 30 3 0o
(4ake 0 ol 5)) 48 jaiang o J o s

Artinya

“Dari Abi hurairah sesungguhnya Rasul SAW bersabda:
berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum

keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).

Dari ayat dan hadis di atas, dapat diartikan bahwa upah
merupakan imbalan atau balasan yang diberikan kepada seseorang
atas jerih payahnya terhadap pekerjaan yang dilakukan kepada
sebuah perusahaan secara adil dan juga layak. Hal ini sudah
menjadi hal yang harus diperhatikan bagi perusahaan dalam
memberikan apresiasi demi kesejahteraan dan peningkatan

produktivitas karyawannya.

Abdul Rahman dkk, Figh Muamalat, Jakarta : Prenada Media Group,
2010. him. 278.
"lbnu Majah, Sunan lbnu Majah, (Kairo: Darul Fikri, t.t), him. 271.



Dalam bekerja, masa kerja karyawan harus diketahui secara
jelas agar akadnya menjadi sah. Hal kedua yang boleh dilakukan
adalah para pekerja dan juga pemberi upah bisa membatalkan akad
kapan saja. Jika karyawan telah setuju dengan kontrak kerja yang
telah diberikan, maka dari itu karyawan hanya mendapat upah

sesuai kurun waktu kerja dan jam kerja yang telah ditentukan.®

ljarah secara bahasa adalah upah dan sewa, jasa atau
imbalan.” Namun, secara terminologi ijarah itu diartikan sebagai
suatu akad™® dimana dilakukannya pemindahanan hak guna atas
barang atau jasa, dan pembayaran dilakukan dalam bentuk upah
tanpa mengikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.
Di dalam Islam, upah sangat besar maknanya. Tidak hanya sebuah
imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jerih payahnya,
namun juga ada kaitannya dengan konsep moral. Upah juga
memiliki prinsip, dimana setiap pemberian upah haruslah sesuai

dengan kinerja karyawan yang diberikan, adil, dan juga layak.

Pemberian upah haruslah dilakukan dengan layak, setimpal,
dan juga harus berdasar kemampuan dan keahlian dari masing-
masing karyawan yang telah diberikan kepada perusahaan. Karena
jika tidak, hal tersebut nantinya akan menimbulkan dampak buruk,
seperti: zalim terhadap karyawan, berdampak pada kinerja dan juga

produktivitas karyawannya.

8 Sayyid Sabig, Figh Sunnah, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009),
cet 1, him. 272.

% Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Konstektual, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), him. 1.

10 Ridwan Nurdin, Figh Muamalah, (Banda Aceh : PeNA, 2010), him.
85.



Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional: Upah
adalah suatu imbalan yang diterima oleh penerima kerja dari si
pemberi upah atas suatu jasa dan kemampuan yang telah diberikan
untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tujuan yang
direncakan, dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup
pekerja dan keluarganya dalam bentuk uang dan sudah ditetapkan

menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan.**

Dalam perspektif Islam, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa
upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui
(musamma) dalam kasus jual beli atau sewa, harga yang telah
diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga

yang setara.*?

Jadi, bisa disimpulkan bahwa upah yang adil dan juga layak
menurut Ibnu Taimiyah adalah upah yang setara, yaitu jumlah yang
telah disebutkan di dalam akad bisa saja berubah karena ada
beberapa faktor tertentu. Yang dimaksud akad disini ialah
merupakan unsur dan juga komponen penting dalam menentukan
jumlah yang layak dan adil. Maka dari itu, diperlukan hubungan
dan interaksi yang jelas Antara pemberi upah dan juga penerima

kerja.'®

Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan bahwa upah

haruslah diberikan dan juga dibayarkan sesuai dengan kesepakatan

1 Ahmad S.Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan
Perusahaan, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), him. 7.

2 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), him.356-357.

'3 Ibid, him.357.



antara pemberi upah dan juga penerima kerja, serta tidak boleh
melenceng dari undang-undang yang berlaku. Upah juga harus
dibayarkan sesuai dengan pekerjaan dan juga batas waktu kerja
karyawan. Adapun untuk penetuan upah kembali kepada pedoman

awal, yaitu kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.

Setiap perusahaan memiliki  kecenderungan dalam
memberikan upah semurah mungkin kepada karyawan demi
mendapatkan keuntungan yang besar. Bagi perusahaan, upah
merupakan suatu hal yang menjadi beban dikarenakan semakin
banyak dan besar upah yang diberika kepada pekerja maka akan
semakin Kkecil keuntungan yang didapatkan bagi perusahaan.
Seharusnya, perusahaan melakukan pengamatan kembali mengenai
upah untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja,
pengembangan dan kemampuan perusahaan agar mencapai

produktivitas yang lebih efektif dan juga efisien.**

Oleh sebab itu, salah satu perusahaan yang menjadi objek
penelitian saya adalah Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati
Banda Aceh (RSPUR). Penelitian yang dilakukan di RSPUR ini
berfokus pada karyawan bagian security. Rumah Sakit ini berada
di pusat Kota Banda Aceh dan merupakan perusahaan swasta di
bidang pelayanan kesehatan yang telah berjalan selama enam tahun
sejak Desember 2015 vyang lalu. Perusahaan ini telah
mempekerjakan karyawannya selama enam tahun silam sejak

peresmian Rumah Sakit tersebut. Selama ini Rumah Sakit

YAsri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), him. 106.



Pertamedika Ummi Rosnati sering mengabaikan kewajiban dan
juga tanggung jawabnya khususnya mengenai upah karyawan.
Upah yang diterima oleh karyawan sering tidak sesuai dengan
kinerja yang diberikan karyawan untuk rumah sakit tersebut.
Padahal karyawan telah memberikan kinerja dan juga kemampuan
mereka sesuai tugas yang mereka emban tetapi upah yang diterima
tidak seimbang dari beban kerja yang diberikan, sehingga tidak
terwujudnya cita-cita dan juga tujuan serta prinsip kesejahteraan
dan keadilan bagi karyawan yang telah bekerja pada Rumah Sakit
tersebut yang bisa berunsur kepada kezaliman terhadap karyawan
itu sendiri. Untuk itu, tidak sedikit juga karyawan yang
memutuskan untuk mengundurkan diri dan memutuskan kontrak

kerja dengan pihak rumah sakit tersebut.

Sejauh ini Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati
menerapkan peraturan hari kerja kepada seluruh karyawannya sama
seperti Rumah Sakit lainnya. Pada umumnya karyawan yang
bekerja pada Rumah Sakit ditempatkan sesuai dengan keahliannya
masing-masing seperti, dokter, perawat, security dan cleaning
service. Pada penelitian ini, kami memfokuskan penelitian kepada
karyawan security yang merupakan salah satu jasa pekerjaan yang
dianggap penting dalam jalannya sebuah perusahaan untuk
menjamin kemanan dan kelancaran aktifitas perusahaan tersebut
dalam melalukan operasionlanya untuk melayani pasien yang
berobat di Rumah Sakit tersebut. Untuk menjamin kemanan dan
ketentraman pada Rumah Sakit Tersebut, maka pihak Rumah Sakit

mempekerjakan karyawan security sebanyak 16 orang. Sistem kerja



bagian security pada Rumah Sakit ini menerapkan sistem kerja
dengan dua shift kerja yaitu shift pagi dimulai pada jam 08.00 WIB
sampai dengan jam 20.00 WIB dan shift malam atau shift dua nya
dimulai pada jam 20.00 WIB hingga jam 08.00 WIB yang jika
dihitung jumlah jam Kerja setiap shift nya berjumlah 12 jam yang
sangat jauh dari ketentuan undang-undang terhadap penetapan

jumlah jam kerja terhadap karyawannya.

Dalam undang-undang ketenagakerjaan ditentukan waktu
kerja selama delapan jam per hari atau 40 jam per minggu bagi
sistem kerja yang menetapkan enam hari kerja per minggu dan
delapan jam kerja per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem
kerja lima hari dalam seminggu. Sehingga jumlah waktu jam kerja
yang ditetapkan pihak rumah sakit sangat menyalahi ketetntuan
yang telah ditetapkan undang-undang. Setiap harinya akan ada dua
shift kerja yang bertugas untuk menjaga keamanan dan
ketenteraman pada rumah sakit tersebut yang akan diisi oleh 4
karyawan security setiap shiftnya. Mengenai pengupahan,
karyawan security akan menerima upah pada setiap bulannya
dengan sejumlah Rp. 2.200.000,- setiap bulannya sudah termasuk
uang makan, bonus, THR dan lainnya. Jumlah ini merupakan
jumlah yang sangat jauh dari ketentuan peraturan upah minimum
provinsi Aceh pada tahun 2022. Upah minimum Provinsi Aceh
yang berlaku sejak 1 Januari 2022 melalui ketetapan Gubernur
Aceh berjumlah Rp. 3.280.327,- dengan jumlah jam kerja 40 jam
perminggunya. Sehingga jumlah upah yang diterima oleh setiap

karyawan security masih sangat jauh dari jumlah UMP (upah
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minimum provinsi) Aceh dan dari ketetapan undang-undang yang
berlaku. Sehingga besaran upah yang diterima oleh karyawan
security yang memiliki tugas dan tanggung jawab begitu besar
untuk menjamin keamanan dan ketentraman perusahaan tersebut
dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari sungguh masih
sangat jauh dari kata layak untuk mencapai kebutuhan sehari-hari
dan masih tidak sebanding dengan jumlah jam kerja dan pekerjaan
yang telah dikerjakan.

Rumah Sakit belum sepenuhnya mengacu kepada peraturan
pemerintah yang telah menetapkan upah bagi pekerja di setiap
perusahaan. Hal ini telah tertulis pada Undang-Undang pasal 90
ayat (1) Undang-Undang No0.13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Setiap perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah
dari upah minimum, baik upah minimum (UM) berdasarkan
wilayah provinsi atau kabupaten kota (yang sering disebut
upah minimum Regional, UMR) maupun upah minimum
berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten
kota (upah minimum sektoral, UMS).”

Dalam perspektif Islam, besaran upah dihubungkan dengan
hak dasar seseorang untuk dapat hidup secara layak, bukan hanya
dilihat sejauh mana produktivitas dari pekerjaan yang telah mereka
selesaikan. Perusahaan berkewajiaban sebisa mungkin untuk
memberikan upah yang adil dan layak kepada pekerjanya. Upah

haruslah dikelola dengan cara yang baik, sehingga nantinya bisa
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membantu para pekerja dalam mememnuhi kebutuhan hidupnya
dan keluarganya.’> Menurut penjelasan di dalam Islam, bahwa
dalam menggunakan tenaga dan jasa seseorang haruslah ditentukan
terlebih dahulu mengenai bentuk kerjanya, waktu, upah serta
tenaganya. Oleh karena itu, haruslah jelas bagi perusahaan dalam
menetapkan upah yang sesuai dengan bentuk dan waktu kerja bagi

pekerjanya.

Untuk itu permasalahan ini menjadi salah satu topik yang
menarik diteliti agar mendapatkan informasi yang jelas bagaimana
Islam memandang praktik pengupahan dalam pandangan akad
ijarah bil al-‘amal pada karyawan di Rumah Sakit Pertamedika
Ummi Rosnati Banda Aceh. Dengan demikian penulis mengangkat
masalah tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul:
“Analisis Pengupahan Pada Rumah Sakit Pertamedika Banda
Aceh dalam Perspektif ljarah Bil ‘Amal”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka

rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan pekerja security pada Rumah

Sakit Pertamedika Ummi Rosnati Banda Aceh ?

> Dewi Hanggraeni, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta:
Lembaga Penerbit, 2012), him. 140.
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2. Apakah praktik pengupahan pekerja security pada Rumah
sakit Pertamedika Ummi Rosnati sudah sesuai dengan

ketentuan konsep Ijarah bil ‘amal ?
1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai,

yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengupahan
kepada pekerja security pada Rumah Sakit Pertamedika
Ummi Rosnati.

2. Untuk menganalisis ketentuan akad ijarah bil al-‘amal
terhadap praktik pengupahan pada pekerja security Rumah
Sakit Pertamedika Ummi Rosnati.

1.4. Penjelasan lIstilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan
istilah- istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, maka penulis
perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut pada bagian ini adapun

istilah tersebut adalah:

1. Sistem

Kata sistem dalam bahasa Inggris yaitu system, yang berarti
susunan, sistem, teratur atau cara.’® Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia sistem merupakan “metode”. Selain itu, dalam Kamus

¢ Jhon E. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia,
(Jakarta; Gramedia, 2003), him. 575
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Pelajar, sistem adalah ”susunan unsur yang secara teratur saling

berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan”.*’

Dengan demikian, pengertian sistem dalam pembahasan tulisan ini
adalah kondisi yang saling terkait antara unsur yang satu dengan
unsur yang lain, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan

saling membutuhkan.

2. Pengupahan

Suatu bentuk sumbangsih yang diberikan oleh para pekerja
dalam bentuk tenaga dan juga pikiran kepada perusahaan dan
kemudian akan dikemablikan lagi dalam bentuk upah oleh
perusahaan kepada para pekerja sebagai balas jasa atas apa yang
telah didedikasikan oleh para pekerja. Pengertian upah adalah
imbalan yang diberikan kepada para pekerja yang telah
mendedikasikan kemampuan dan juga keahlian untuk perusahaan
atau badan hukum.® Kriteria yang paling umum digunakan dalam
menentukan upah didasarkan pada ukuran ekuitas dalam bentuk
upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, ukuran biaya hidup
dan daya beli.

3. Konsep ljarah Bi Al-‘Amal

ljarah bi al- ‘amal adalah ijarah kerja (jasa), dalam arti ijarah
ini adalah suatu transaksi yang melakukan kegiatan sewa-menyewa

terhadap suatu barang serta kegiatan upah mengupah terhadap

7 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), him. 230.

'8 Sri Haryani, Hubungan Industrial Di Indonesia, (Yogyakarta: UPP
AMP YKPN, 2002), him. 142.
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suatu jasa yang diberikan kepada para penerima kerja.*® Adapun
yang dimaksud dengan ijarah bil al-'amal dalam tulisan ini adalah
imbalan yang diterima pekerja/buruh atas dedikasi dalam bentuk
pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh agen kepada pekerja/buruh.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan
gambaran dan juga penjelasan mengenai topik yang akan dikaji
dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak
terjadi pengulangan. Masalah pegupahan terhadap pegawai sudah
sering diteliti, namun dari beberapa penelitian dan pembahasan
sebelumnya, ternyata belum ditemukan sesuatu yang konkrit untuk
membahas dan mengkaji judul yang diteliti. “Pembahasan Analisis
pengupahan pekerja security Rumah Sakit Ummi Rosnati
Pertamedika dalam Perspektif ljarah Bil Al'amal” belum pernah
dibahas. Namun, berdasarkan sumber yang didapat telah ditemukan
beberapa artikel yang berhubungan dengan judul thesis penulis,
sebagai contoh:

Jurnal yang ditulis oleh Arrista Trimaya yang berjudul
“pemberlakuan upah minimum dalam sistem pengupahan nasional
untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja”. Dalam penulisan
judul ini menggunakan metode kualitatif, jurnal ini menjelaskan
bahwa pemberlakuan upah minimum dalam suatu sistem
pengupahan nasional merupakan salah satu aspek penting dalam

perlindungan tenaga kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

19 Wahbah al-Zuhailiy, Al-Figih al-Islami Wa Adillatuh, (Beirut: Dar ar
Fikr, 1989) Jilid IV, him. 776.
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88 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Tenaga kerja berhak
memperoleh upah minimum yang memenuhi penghidupan yang
layak sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan
demikian, pemerintah harus dapat menetapkan suatu sistem
pengupahan yang berisi kebijakan pengupahan untuk melindungi
tenaga kerja. Penetapan upah minimum vyang layak dapat
digunakan sebagai jaring pengaman sosial serta merupakan hal
yang penting dalam membina hubungan industrial yang kondusif
antara tenaga kerja dan pemberi kerja. Melalui upah yang diterima
tenaga kerja berdasarkan sistem pengupahan nasional yang sudah
ditentukan oleh pemerintah, diharapkan tidak hanya dapat
memenuhi kesejahteraan tenaga kerja saja, tetapi juga anggota
keluarganya. Yang membedakan dengan penulis, penulis
membahas agad ijarah dan secara ekonomi syariah upah harus
diberikan secara adil dan layak dan juga membahas antara masalah
jam Kkerja dengan ganun Aceh No 7 Tahun 2014 mengenai

penetapan upah.

Kemudian Jurnal yang ditulis oleh Raniasari Bimanti Esthi
dan Inggrittz Savhira yang berjudul “Pengaruh Pelatihan Kerja,
Kompetensi, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Kerja Karyawan
Di PT. Lestarindo Perkasa”. Dalam penulisan judul ini
menggunakan metode kuantitatif ,lebih menjelaskan kepada
persaingan yang semakin kuat menuntut para individu untuk
berpikir kreatif dan bekerja cepat .Hasil penelitian terdapat
pengaruh positif dan signifikan antara kerja praktek terhadap
kinerja karyawan. Perbedaan yang mendasar pada penulis terletak
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pada metode penelitian kualitatif, dan jurnal ini tidak membahas
mendalam mengenai jam Kkerja, ekonomi syariah. Jurnal ini

diperunttukan sebagai masukan melihat disiplin terhadap kinerja.

Tesis yang ditulis oleh Eva Rianti, “yang berjudul Analisa
Pengembangan Absensi, Lembur dan Tunjangan Karyawan tesis ini
membahas mengenai sistem atau cara absensi, lemburan dan
tunjangan karyawan untuk meningkatkan Efesiensi data yang cepat
dan akurat serta praktis”. Dikarenakan Masih banyak kelemahan
sistem dalam pengolahan data absensi, lembur dan tunjangan
karyawan kantor Badan Kepegawaian Daerah yang diterapkan saat
ini. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang bermanfaat untuk
meningkatkan efisiensi waktu dalam pengolahan data tersebut
sehingga tidak merugikan karyawan. Pebedaan pada penulis dalam
tesis yang ditulis oleh Eva Rianti terletak pada agad ijarah bil amal
dan Undang undang ketenagakerjaan dimana dalam undang undang
harus dibayarkan lembur dan juga sistem yang digunakan juga

dilihat menurut ekonomi syariah.

Tesis yang ditulis oleh Yulius Karino yang berjudul Waktu
Lembur dan Upah kerja Lembur di perusahaan berdasarkan hukum
positif “ Tesis ini membahas mengenai kesepakatan antara
perusahaan dan karyawan serta membahas pelaksanaan lembur dan
tunjangan karyawan serta membahas pelaksanaan lembur pada
waktu libur dan istirahat, jika terdapat perbedaaan pembayaran
maka akan diselesaikan oleh pengawas provinsi dan departement
ketenagakerjaan dan migrasi. Perbedaan terletak pada upah, lembur

dalam bentuk konvensional sedangkan penulis bukan hanya
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melihat dari konvensional saja tetapi juga dilihat dari sudut

syariahnya.

Karya tulis oleh Tuti Anggraini “Konsep ljarah dan
Hubungannya dengan Kebijakan Pemerintah dalam Perburuhan
penelitian ini membahas Konsep ljarah dan Hubungannya dengan
Pemerintah dalam pegupahan dan Insentif. Perbedaan yang
mendasar terletak pada kebijakan pemerintah dan menggunakan
hukum perburuhan sedangkan penulis juga menggunakan ganun
Aceh.

Kemudian hasil penelitian terdahulu dengan judul oleh Teti
Yuliani dengan judul “Intervensi Pemerintah Terhadap Penetapan
Standar Upah Minimum Regional (UMR) Menurut Hukum Islam”.
Dalam penulisan ini penulis lebih memfokuskan kepada upah
regional saja yang ditinjau dari Hukum Islam terhadap peraturan
pengupahan pada regional itu saja, tanpa adanya pembahasan
mengenai upah karyawannya yang dijalankan pada perusahaan.
Perbedaan penelitian terdapat pada tidak membahas secara
ekonomi islam dan lebih membahas kepada kebijakan pemerintah

dalam mengfokuskan pada upah regional.

Kemudian terdapat pula karya tulis yang dipaparkan oleh
Zulkhairi Hadisyam mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pengupahan Karyawan dalam
Perspektif Figh Muamalah (Studi Kasus pada Home Industri di

Pulo Kalibata Jakarta Selatan)”. Dalam penulisan judul tersebut
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lebih menjelaskan tentang pengupahan dalam segi muamalah yang
lebih luas, tanpa menfokuskan langsung pada ijarah bi al-‘amal

mengenai pembayaran upah dalam islam.

Setelah itu terdapat hasil penelitian tedahulu dengan judul
“Upah Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi
Islam”. Dalam judul ini, penelitian lebih menfokuskan pada
penjelasan terhadap perbandingan perbedaan dan persamaan antara
upah dalam ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, tidak
berfokus pada praktik pengupahan yang dijalankan pada sebuah
perusahaan.

Selanjutnya hasil penelitian yang berjudul “Cara Upah
Dalam Perspektif Hadits”. Dalam judul penelitian ini, lebih
terfokuskan pada pembahasan mengenai upah yang dijelaskan pada
hadits-hadits, dan pembahasannya hanya terfokuskan pada hadits-
hadits yang didalamnya menerangkan mengenai tata cara dalam
pemberian upah kepada pekerja dengan baik berlandaskan hadits.
Yang berbeda dengan penelitian saya menekankan pada sistem
kerja pengupahan pada rumah sakit pertamedika dalam perspektif

ijarah bil al- ‘amal.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan mengenai
permasalahan dalam tiap masing-masing penelitian di atas,
ditemukan adanya perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya
dengan penelitian saya yaitu mengenai penekanan pada Analisis
Pengupahan Pekerja Security Rumah Sakit Pertamedika dalam

perspektif ijarah bil al-'amal.



19

1.6. Metode Penelitian

Dalam menulis karya ilmiah membutuhkan data yang
lengkap, nyata, dan juga objektif. Metode yang digunakan juga
menjadi salah satu komponen penting dalam menyelesaikan suatu
karya ilmiah yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Langkah-
langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah

sebagai berikut:

1.6.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan atau
metode kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metode
kualitatif ini merupakan metode yang menciptakan data berbentuk
data deskriptif. Data dekriptif ini berbentuk kata-kata yang tertulis
atau ucapan-ucapan yang langsung diberikan oleh orang-orang,
serta tingkah laku yang bisa di teliti atau diamati. Pendekatan ini
diarahkan pada latar belakang individu secara holistik (utuh).?’
Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif merupakan penelitian
yang berlawanan atau bertoalk belakang dengan penelitian
kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini,
melibatkan pengukuran tingkat karakteristik tertentu.

Di sisi lain, kualitas mengacu pada aspek alami yang
berlawanan dengan kuantum atau jumlah. Berdasarkan pengertian
tersebut, secara tidak langsung menyatakan bahwa penelitian
dnegan menggunakan metode kualitatif ini dimaknai sebagai

penelitian yang tidak menggunakan angka atau hitung-hitungan

20 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif
Rancangan Penelitian,(Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), him. 22.
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dalam prosesnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut
“metode penelitian naturalis” dikarenakan penelitiannya dilakukan
dalam kondisi alamiah (natural setting).

Dalam metode penelitian, peneliti berfungsi sebagai
instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik gabungan
(triagulasi). Analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian
yang menggunakan metode kualitatif ini adalah lebih
memfokuskan pada makna dari pada generalisasi. Moleong
mendeskripsikan bahwa penelitian dengan menggunakan metode
kualitatif ini digunakan untuk beberapa tujuan, salah satu tujuannya
ialah agar bisa memahami permasalahan tentang situasi, kondisi,
dan realita yang dihadapi seseorang secara detail dan terperinci.?

Penggunaan jenis penelitian deskriptif analisis dalam
memecahkan masalah penelitian dengan fokus penelitian pada
praktik sistem pengupahan pegawai di RSPUR dengan
menggunakan hukum ketenagakerjaan dan berdasarkan akad ijarah
dalam hukum Islam, dilakukan dengan menganalisis data dari awal
mengenai bentuk dalam proses pengupahan tenaga kerja tersebut.
Dengan menggunakan metode analisis deskriptif ini, penulis
memutuskan bahwa bentuk penguapahan terhadap tenaga kerja
dapat digambarkan dan juga dijelaskan secara baik, terutama
dengan data yang akan diperoleh dari pimpinan RS Pertamedika
Banda Aceh.

! Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif. Cet III, (Bandung:

Alfabeta, 2007), him 1.
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian
metode studi kasus. Menurut Noeng Muhadjir, metode studi kasus
(pendekatan genetika) adalah metode penelitian yang berfungsi
untuk menemukan kebenaran ilmiah dengan cara memahami secara
detail dan dalam kurun waktu yang lama. Kajian ini merupakan
kajian didalamnya membahas tentang suatu peristiwa, lingkungan,
dan juga kondisi tertentu yang memungkinkan untuk

mengungkapkan sesuatu.

Adapun ciri khas metode studi kasus ini memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:
1. Analisis dari suatu kasus harus dilakukan dengan cara

intensif dan terperinci sehingga akan mmemberikan hasil
yang longitudinal.

2. Subyek yang diselidiki terdiri dari satu kesatuan yang
dipandang sebagai suatu kasus.

3. Kasus yang ada harus ditunjukkan secara keseluruhan,
termasuk (bila diperlukan) kebulatan siklus hidup kasus
dalam keseluruhan interaksi faktor-faktor dalam kasus.

4. Hasil penelitian merupakan generalisasi pola kasus yang
khas dari individu, kelompok, lembaga dan sebagainya.

5. Studi kasus cendrung membuat kesimpulan dari kondisi
yang lebih khusus yang bisa ataupun tidak bisa
diimplementasikan kepada kondisi yang lebih umum.

6. Studi kasus menghasilkan penelitian yang bersifat khusus.??

22 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif
Rancangan Penelitian,(Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), him. 187-188.
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Ada beberapa alasan yang menjadikan  peneliti
menggunakan pendekatan studi kasus, diantaranya: (1) dengan
menggunakan pendekatan studi kasus ini, peneliti bisa memberikan
hasil dan juga informasi-informasi penting mengenai hubungan
antara satu variabel dengan variabel lainnya dan juga mengenai
proses yang membutuhkan pemahaman yang lebih kuat dan jelas,
(2) melalui pendekatan studi kasus ini bisa mendapatkan perolehan
data dan juga wawancara dan pengawasan yang dilakukan secara
intensif terhadap konsep dasar tingkah laku manusia dengan tjuan
untuk mencari dan juga menemukan hubungan yang tidak terduga
sebelumnya, dan (3) studi kasus ni juga dapat menghasilkan data
dan hasil temuan yang bis amemberikan manfaat sebagai dasar
membangun latar belakang dari masalah terhadap perencanaan
yang dilakukan di dalam penelitian yang lebih mendalam dan juga
lebih detail.?®

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini, peneliti
tidak memposisikan teori pada pembahasan pokok saat membuat
penelitian dan menginterpretasikan data. Dalam penelitian
kualitatif, penempata teori tidak hanya dipakai untuk melakukan
verifikasi saja, namun juga dipakai dalam proses analisa ketika
terjun langsung ke lapangan.? Selain itu, pendekatan kualitatif
bersifat ideografik, dimana pendekatan ini tidak hanya melihat dari

sudut yang krusial tetapi mencakup keseluruhan aspek yang

2 Abdul Aziz, Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus:
Kumpulan Materi PelatihanMetode Kualitatif, (Surabaya: BMPTSI Wilayah V11
Jawa Timur, 1998), him. 6.

2 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset memilih
diantara lima pendekatan,diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi, edisi
ke-1l1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), him. 95.
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berhubungan dengan objek penelitian. Maka dari itu, penggunaan
pendekatan kualitati pada penelitian ini berfungsi agar peneliti
dapat melakukan analisa pokok pembahasan secara lebih luas dan
juga terperinci.

Peneliti menggunakan rancangan penelitian dengan jenis
studi kasus holistik tunggal (holistik). Penggunaan rancangan
penelitian dengan jenis studi kasus holistik tunggal ini adalah
dikarenakan peneliti dapat meneliti secara bebas mengenai kasus
penelitian yang tidak terikat pada unit yang dianalisis dikarenakan
unit analisisnya terintegrasi dengan kasus itu sendiri. Menurut
Robert K. Yin, studi kasus tunggal holistik adalah studi yang
menempatkan suatu kasus sebagai fokus penelitian dan
menggunakan satu unit analisis.”

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu
Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Purposive sampling
adalah penggunaan teknik pengambilan sampel dengan tujuan
untuk mendapatkan sumber data berdasarkan pertimbangan dan
syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain peneliti mengambil sample
berdasarkan kebutuhan riset.”® Sedangkan Snowball sampling
adalah penggunaan teknik pengambilan sampel dengan tujuan
untuk mendapatkan sumber data yang pada awalnya jumlahnya
belum tergolong mampu dalam mengumpulkan data yang lengkap,

sehingga harus dilakukan solusi lain yaitu mencari orang lain yang

2% Robert K Yin, Studi Kasus: Desain & Metode, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2015), him. 46.

® Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualiitatif, (Yogyakarta: Rake
Sarasia, 1996), him. 31.
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bisa dijadikan sebagai sample atau sumber data dalam penelitian.?’
1.6.2. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan studi
kasus, seorang peneliti harus meneliti kasus secara teliti, detail, dan
mendalam dalam mencari kebenaran ilmiahnya. Peneliti
merupakan instrumen penting dalam penelitian. Maka dari itu,
posisi peneliti dalam melaksanakan penelitian sangatlah diperlukan
karena pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi nyata.
Peneliti di dalam penelitian ini hanya berperan sebagai pengamat
yang mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh subyek
penelitian. Namun, untuk memperjelas subjek maka dilakukan
kegiatan wawancara.

1.6.3. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk
mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan.”® Teknik
pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian karena tujuan utama penelitian pengumpulan data, kita
tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yaitu
mendapatkan data.® Tanpa menguasai dan mengetahui teknik
himpunan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan
instrumen utama yang terjun ke lapangan dan berusaha

mengumpulkan informasi sendiri.

2T Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2008), him. 300.

%8 pohan, Rusdian, Metode Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-
Rijal Institute dan LanarkaPublisher, 2007), him. 57.

° Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2008), him. 62.
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Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek
penelitian, penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang
diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.
Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data
primer dengan mengunjungi Rumah Sakit Pertam edika Banda
Aceh. Penulis juga menggunakan observasi yang cermat terhadap
objek yang diteliti secara langsung dan mencatat setiap informasi
yang diperoleh selama melakukan penelitian ini  untuk

menghasilkan penelitian yang valid dan sistematis..

Penelitian kepustakaan (Library research) merupakan
bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara
mengumpulkan, membaca dan mempelajari lebih mendalam
membaca buku, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat
kabar, artikel internet, dan sumber-sumber lain yang berkaitan

dengan tulisan ini sebagai data teoritis.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data dengan metode berikut ini:

a. Metode Penelitian Wawancara (interview).

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan
yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat
tentang suatu hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.*
Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur

yaitu wawancara terencana Yyang berpedoman pada daftar

%0 Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh , 2013)
him. 57.
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pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.®* Pada penelitian ini,
penulis melakukan wawancara langsung kepada pimpinan dan

penanggung jawab Rumah Sakit Pertamedika Banda Aceh.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan langkah-
langkah berikut:
a. Menetapkan Informan

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah sebagai bahan

wawancara
c. Melakukan wawancara
d. Mengonfirmasi kembali kesimpulan hasil wawancara
e. Menulis hasil wawancara

f.  Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah
diperoleh.

b. Metode Observasi

Sutrisno menjelaskan bahwa observasi (pengamatan) adalah
pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala
yang tampak pada objek penelitian. Jenis observasi meliputi
observasi terstruktur, —observasi tidak terstruktur, observasi
partisipan, dan observasi non partisipan.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka,
peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu
suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam
kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki.

c. Dokumentasi

Telaah dokumen (dokumentasi) adalah suatu cara

%1 1bid. 58.
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pengumpulan informasi yang diperoleh dari dokumen, vyaitu
peninggalan tertulis, arsip, akta, catatan harian, surat pribadi,
catatan biografi dan lain-lain yang ada hubungannya dengan
masalah yang diteliti.*

Sementara, kegunaan teknik dokumentasi ini dijelaskan
oleh Sugiono sebagai berikut:*

a. Sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi
dan wawancara.

b. Menjadikan hasil penelitian dari observasi dan
wawancara lebih kredibel (dapat dipercaya) dengan
dukungan dokumen dan foto terkait selama penelitian.

c. Dokumen dapat digunakan sebagai sumber data
penelitian. Hal ini karena dalam banyak hal dokumen
sebagai sumber data digunakan untuk menguiji,

menafsirkan, bahkan memprediksi.

1.6.4. Teknik Analisa Data

Berbicara mengenai teknik analisis data kualitatif, tentunya
kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari data
kualitatif. Dijelaskan oleh Pohan, data kualitatif adalah semua
bahan, informasi, dan fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung
secara sistematis karena berupa informasi verbal (kata dan kalimat)

%2 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif
Rancangan Penelitian,(Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), him. 226.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif —dan
R&D,(Bandung: Elfabeta, 2010), him. 83.
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dan lebih bersifat proses.®

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi
unit-unit yang dapat dikelola, mensintesakannya, mencari dan
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.*> Pada
tahap ini data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga
berhasil ~menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat
digunakan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang
diangkat dalam penelitian.

Analisis data adalah upaya mencari dan menyusun catatan
hasil observasi, wawancara dan lain-lain secara sistematis. Analisis
ini perlu dilakukan untuk menemukan makna. Menganalisis data
dalam penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah sebuah proses.
Artinya pelaksanaannya harus dimulai dari tahap pendataan di
lapangan kemudian dilakukan secara intensif setelah semua data
terkumpul.*

1.6.5. Langkah-langkah Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan
sistem adalah “an approach to a problem which takes a broad
view, which tries to take all aspects into account, which

concentrates on interaction between the different parts of the

% pohan Rusdian, Metode Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-
Rijal Institute dan Lanarka publisher,2007) him. 93.

% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung :
Remaja Rosda Karya, 2007),him. 248.

% Andi Prastowo, Metode Penelitian, ( Yogyakarta : Ar-Ruzz Media),
him. 238.
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problem (Pendekatan sistem adalah pendekatan pada suatu masalah
yang mengambil pandangan yang luas, yang mencoba mengambil
semua aspek ke dalam laporan, yang memusatkan pada interaksi
antara bagian yang berbeda dari masalah itu).*’

Pendekatan ini menerapkan metode istislahiyah sebagai
sistem analisis. Metode istislahiyah adalah kegiatan menalar nash
yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan kemaslahatan
dalam upaya menemukan hukum syara' dari suatu masalah dan
merumuskan atau memaknai suatu perbuatan hukum.® Dengan
langkah-langkah sebagai berikut: pertama, tentukan masalah yang
akan dipecahkan, tentukan metode penalaran dan hipotesis yang
relevan dengan masalah ini, yang terkait dengan model manajemen
pengupahan karyawan di Rumah Sakit Pertamedika. Kedua,
melihat realita: diamati dengan teori dan hipotesis sebagai
kacamata sekaligus alat ukur (melihat permasalahan yang terjadi di
RS Pertamedika terkait pemberian upah kepada karyawan). Ketiga,
negara/teori/nas ideal: dirumuskan berdasarkan teks dan realitas
(memperhatikan dalil-dalil dan menemukan asas dan asas yang
terkandung dalam al-Qur'an dan As-Sunnah) terkait dengan
permasalahan yaitu mengenai pengelolaan upah pegawai oleh
Pertamedika RS Banda Aceh dan berdasarkan hukum dalam hukum

positif.

% Husni Muadz, M., Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas
Relasi Intersubyektivitas dengan Pendekatan Siztem (Mataram: IPGH, 2014),
him. 53.

% Al Yasa’ Abu bakar, Metode Istislahiyah (Banda Aceh: Bandar
Publishing, 2012). him. 335.
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Sedangkan pedoman teknik penulisan ilmiah, penulis
mengacu pada buku Pedoman Penulisan lImiah Mahasiswa yang
diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Melalui panduan penulisan ini, penulis berupaya menampilkan
teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh

pembaca.

Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran
dikutip dari Al-Quran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh
Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Quran Departemen

Agama RI.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis
membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari
beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai
berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi
beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode
penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian,
metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, data
pengumpulan instrumen, langkah-langkah analisis dan sistematika
pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis tentang sistem
pengupahan dalam islam dan akad ijarah bil al-'amal, dengan sub
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pokok bahasan sebagai berikut: pengertian ijarah bil al-'amal,
dasar hukum ijarah bil al-'amal, rukun dan syarat ijarah bil al-
‘amal,macam- macam ijarah bil al ‘amal, ketentuan kerja karywan,
dan tinjauan hukum secara positif. Selain itu juga akan dibahas
tentang pengertian upah dan gaji secara umum, pengertian upah
dan gaji, jenis-jenis upah dan gaji serta konsep upah menurut

peraturan ketenagakerjaan.

Bab tiga adalah analisis dan pembahasan yang menjadi inti
pembahasan dalam karya ilmiah ini yaitu menganalisis sistem
penggajian tenaga kerja (security) di Rumah Sakit Pertamedika
Ummi Rosnati Banda Aceh yang meliputi gambaran umum objek
penelitian disertai dengan analisis menurut tenaga kerja hukum dan

kontrak ijarah bil al-'amal.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari
pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut

dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.



BAB DUA
LANDASAN TEORI

2.1. Sistem Pengupahan dalam Islam

2.1.1. Pengertian ljarah bil al-‘amal

Pengertian ljarah dari kata bahasa Arab yaitu al-ajru
bermakna al-iwadl yang berarti ganti dan upah.** ljarah menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu upah atau sewa diberikan
setelah melakukan kerjasama sesuai menurut hukum Islam.®
Konsep ljarah bil al-‘amal berhubungan dengan persoalan upah
atau jasa, yang berasal dari Bahasa Arab yaitu ( 5 tal- k- ale )

Artinya membalas, upah, sewa, atau ganjaran.**

Pelafalan yang paling popular adalah dengan berbaris di
bawah (al-ijarah) secara bahasa digunakan sebagai nama bagi al-
ajru yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan ( e ¢l 2l
Jasll)dan “pahala” (<sV)* Dalam bentuk lain, kata ijarah juga
biasa dikatakan sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau
sewa. Selain itu menurut Al-Ba’liy kata al-ajru tersebut yaitu

“ganti” baik ganti itu diterima dengan didahului akad atau tidak. **

% Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Jilid 1V. (terj.Nor Hasanuddin,dkk),
(Jakarta: Pena, 2006), him. 203

0 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), him. 476.

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan

Penyelenggaraan dan Penerjemah/Penafsiran Al-Quran, 1990), him. 34.

2 Muhammad Ibnu Mukram Ibnu Manzhur, Lisan Al-Arab, Juz 4,
(Beirut: Dhar Shadir, t.ht.), him. 10.

* Muhammad lbn Abi al-Fathal al-Ba’liy al-Hanbaliy, al-Muthi’ Ala
Mughni’, (Beirut: Al-Maktab al-Islam, 1998), him. 224.
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Bayarlah upah setelah pekerja melaksanakan tugasnya hal
ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketentuan ini bertujuan untuk
menghilangkan rasa kekhawatiran atau ragunya pekerja bahwa
upah mereka tidak dibayarkan atau terlambat dibayarkan tanpa

suatu alasan yang dibenarkan.

Dalam hal menentukan waktu pembayaran upah, umat
islam diberikam kebebasan terhadap kondisi. Upah dibolehkan
dibayar seminggu sekali, sebulan sekali atau tiga bulan sekali
tergantung bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Upah tersebut

boleh dibayarkan berupa barang, bukan uang tunai.**

Menurut Nasrun Harun yang menulis buku Figh Muamalah,
ljarah berasal dai bahasa arab yang bermakna upah, atau sewa jasa
imbalan. Al-ijarah termasuk kepada kegiatan muamalah dimana hal
ini juga dikatakan Habluminnas dalam memenuhi kebutuhan
manusia seperti menjual jasa perhotelan, sewa menyewa dan jasa

lainnya.*

Menurut Hanafiah yang merupakan ulama Figh, Beliau
memberikan pengertian terhadap ljarah adalah transaksi terhadap
suatu imbalan atau manfaat, sedangkan Syafi’iyah memberikan
defenisi ijarah yaitu transaksi terhadap manfaat tertentu yang
sifatnya termasuk kepada mubah dan boleh dimanfaatkan dengan

imbalan tertentu.

* Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1996), him.113.

® Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet 2, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007), him. 228.
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Menurut Ulama Hanabilah dan Ulama Malikiyah sewa
menyewa dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan
dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.*®Kurmani berpendapat
dalam kitab Syarah Shahih Bukhari ljarah merupakan pemilikan

manfaat dengan adanya imbalan.*’

Fatwa Dewan Syariah Nasional , ljarah merupakan akad
pemindahan hak guna dapat dikatakan manfaat atas barang ataupun
jasa menurut waktu tertentu melalui pembayaran upah ataupun
sewa dengan tidak diikuti pemindahan kepemilikan rang itu

sendiri.*®

Dengan demikian upah adalah hak pekerja yang diterima
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha
atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan

menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan.
2.1.2 Landasan Hukum ljarah bil al- ‘amal

Menurut Hukum ijarah bil al-‘amal yaitu mubah (boleh)
bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
syariat.”® ljarah disahkan syari’at berdasarkan Al-Qur’an, Hadits

dan Ijma’.

“®Ibid, him. 229

*" Imam Bukhari, Shahih Bukhari juz 10, (Bairut: Darul Fikr,
terjemah.), him. 96.

* Adiwaran A. Karim, Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), him. 138.

* Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Bogor: Kencana, 2003),
him. 217.
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a. Dalil-dalil Al-Quran Firman Allah SWT dalam surah At-
Thalaq ayat 6:

ubug—df— \M&BJLAJY}@SJA}L)A?JJS“MAZJA&}EISA\

W)yuegwj\uuz}@uwﬁu@s\ﬁsﬂﬁ&;d}\us
£\°’?

\d@aw(u)ubuu\}u})wéu\}ﬂ\}wjp\

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan
janganlah  kamu  menyusahkan mereka  untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-
istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka
berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka
melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka;
dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Bagarah ayat 233:
e 5%l 28 G A1 Gal (il pilia BASY S Gaualy Sl
G A 5T e c0 s Gy om 9% .52 s Bloao 8 G5 o . FsA°  ¥T o}e %
JL&A.IY LWJY\&M&JEJY&JJ)&A\AL)@J}“SJU@JJQJ)S}A\
\)ILAB\J\J\LJ\A Jdduuj\}\énjoﬂy J)SJAY)LAJJ}J@JJ\}
s O A YFlaglle LA S 3 Lls (=S (e

*® Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’'an dan

Terjemahannya, (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang), him. 38.
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Artinya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua
tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian
mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani
lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu
menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah
(menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban)
seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan
persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin
menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang
patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Firman Allah SWT dalam surat az-Zukhruf ayat 32:

MJJEJ\°#\@W?@“‘MU~‘J‘JMJUMRA
ﬁ&)%)}byw?@mumﬂu;)dumdﬁw
Osrang Lk

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar
sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain.
Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan.”
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Ayat tersebut menegaskan penganugerahan Allah, waktu
semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah
mengatur sarana  kehidupan dunia karena mereka tidak bisa
melakukan sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka
dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang
lain sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu manusia saling
membutuhkan saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur
kehidupannya dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka
kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan, sehingga

mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.>

Firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 97:

a@dﬂ)@kbp Al Ga%a b5 B 5183 (Wi Jae (i
UM‘ySuw\ggﬁ\

Artinya:

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri
balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah
mereka kerjakan.”’

Ayat tersebut membahas tentang upah dalam perjanjian kerja.
Allah menegaskan agar majikan (para pemberi kerja) untuk berlaku
berbuat baik, berbuat adil dan kasih sayang serta dermawan terhadap
para pekerjanya (karyawan). Karena para pekerja merupakan bagian
dari perusahaan dan kalau bukan karena jerih payah pekerja atau

51 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian
Al-quran, VVol.12 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), him. 561.
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karyawan, maka segala bentuk usaha majikan atau pengusaha itu
akan mungkin berhasil.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahgaf ayat 19:
/a,’°,;‘,},D;’,°’,;)€,,«,Cg’/ e N oo 5l
Oxally ¥ a8 aellec agid s Islae s a3 IS
Artinya:

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan
apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah
mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka
tidak dirugikan.”

Firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 30:

Sae Gl a JAT gt ¥ G cdlial e 5 1350 @i &
Artinya:

“Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan
kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan
pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik
itu.”

b. Dalil-dalil dari Hadits Nabi SAW

Hadis yang diriwayatkan oleh 1bnu Majah, Rasulullah bersabda :
&MJ@&&‘J&&A&‘J}#}JGNQ{&‘M&

(e ol olyy) e it OF S8 ol oY1 Lslas

Artinya :
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“Dari ibnu Umar radhiyallahu ’anhu bahwa Rasulullah
SAW. bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya
sebelum mengering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).”>

Hadis ini disimpulkan bahwa hendaknya gaji para karyawan
atau pekerja dibayarkan secepat mungkin dengan tidak menzalimi
atau  menunda- nunda pembayaran. Imam  Al-Bukhari
meriwayatkan hadis mengenai kebiasaan Nabi yang berbekam
namun tidak pernah menzalimi ketika dalam hal pemberian upah.
Hadits tersebut berbunyi :

o) 1l My oSG L g it ol g ade A Lo

()l olg )

Artinya :

“Dari Amr bin Amir, dia berkata : Aku mendengar Anas
radhiyallahu ‘anhu berkata, “Nabi SAW biasa berbekam, dan
beliau tidak pernah menzalimi seorang pun dalam hal upah”.
(HR. Bukhari).”

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,

sikap Rasulullah terhadap orang yang telah memberi jasa kepada

52 |bnu Hajar Al-Asgalani, Bulugh Al-Maram dan Dalil-dalil Hukum,
(terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin), (Jakarta: Gema Insani, 2013), him.
393.

5% Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-
Bukhari Buku 13, (terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), him. 98
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beliau dengan memberi upah, hal ini menjadi contoh kepada para
sahabat dalam menjaga hak-hak seorang pekerja, sebagaimana

yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dibawah ini:
&\&&\B&\JGL«.@;&J\)\&S@)JQJ\&Q

(yld) ol))

Artinya :

”Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata : Rasulullah
SAW. pernah berbekam dan memberikan kepada yang
membekamnya itu upah, dan seandainya hal itu haram niscaya
tidak memberikannya. ” (HR. Bukhari).>*

Nabi SAW pernah mencium tangan Sa’ad Al-Anshari yang
gemar bekerja keras mencari nafkah, demikian sahabat yang lain
seperti Abu Bakar dan Abdurrahman bin ‘Auf yang bekerja sebagai
pedagang.”® Maka dapat disimpulkan bahwa Allah sangat
menyukai orang-orang yang mau berusaha dan mencari rizki yang
halal dan baik, bukan harta yang didapatkan dengan cara yang
dibenci oleh Allah SWT.

c. Ijma’

> lbnu Hajar Al-Asqalani, Bulugh Al-Maram, (terj. A. Hasan),
(Bandung: CV. Diponegoro, 1987), him. 457.

% Abillah F. Hasan, 17 Rahasia Nabi Muhammad, (Jakarta: Elex Media
Kompitundo, 2012), him. 112.
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Ulama sepakat bahwa dibolehkan sewa-menyewa dalam
agama Islam. Dasar utama hukum ljarah adalah bahwa Umat Islam
membolehkan ljarah disebabkan menjadi manfaat bagi seluruh
manusia. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’l dari
Said Ibnu Abi Wagash). Hendi Suhendi menegaskan dalam
bukunya Figh As-sunah bahwa ijma’ merupakan kesepakatam
semua umat dan tidak ada yang membantah kesepakatan ijma’
walaupun ada yang berbeda pendapat namun hal tersebut tidak

dianggap.*®

Pendapat /jma’ Ulama upah tidak boleh samar kecuali hal

tersebut berlaku bagi jumlahnya diketahui dan tertentu.

Dalam hal upah untuk makanan, pakaian, dan tempat
tinggal, diperbolehkan untuk mempekerjakan pekerja sebagai
imbalan atas penyediaan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini
adalah perbuatan Abu Bakar, Umar, Abu Musa, Abu Hurairah dari
sahabat, dan tidak ada yang diketahui mengingkarinya, maka itu
berarti ijma’. Bila si buruh mensyaratkan upah berupa pakaian dan
nafkah tertentu yang disifatinya, itupun jaiz menurut pendapat

ulama.®” Ibnu Rusyd berkata dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), him.117-118.

Ahmad Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri, Ensiklopedi ljmak
(Jakarta; Pustaka Firdaus, 1997), him. 876.
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“Sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua Fugaha Amshar

(semua kota)”™®

2.1.3. Rukun dan Syarat ljarah bil al-‘amal

Dalam banyak hal, ijarah memiliki banyak persamaan
dengan jual beli. Di dalamnya juga terkandung makna pertukaran
harta.”®, ljarah juga memiliki rukun dan syarat yang berdekatan
dengan jual beli. Dalam persoalan rukun, baik rukun ijarah
maupun rukun lainnya, ulama Hanafiyah lebih memandang pada
substansi pekerjaan yaitu sesuatu yang menunjukkan terjadinya
akad, seperti ijab dan gabul.®® Menurut Hanafiyah hanyalah ijab
dan gabul dengan menggunakan lafal upah atau sewa. Perbedaan
ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa
servis, sementara ijarah bentuk kedua biasa dipakai untuk investasi

atau pembiayaan.

Sedangkan Jumhur Ulama lain lebih memandang rukun
sebagai unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Oleh karena itu
rukun ijarah menurut mereka terdiri atas tiga unsur, yaitu agidayn
(mu jir dan musta jir), sighah (ijab dan gabul), dan ma 'qud dlaihi
(ujrah dan manfaat).*

1. Pelaku akad (al-mu jir dan al-musta jir)

* Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusy Al-
Qrthubi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid (Beirut: Darul Kutub al-
limiyah, 1996 M) Vol. 1V, him. 1339.

%Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Cet |, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), him. 28.

®Ibid, him. 31.

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), him. 117.
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Al-mu’jir (»>3) disebut dengan al-ajir (,Y') dan al-
mukary (s_S<l) yang ketiganya mengacu pada makna yang sama.
Yang menyewakan yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan
dengan akad ijarah. Istilah al-ajir yaitu orang yang menyewakan
dirinya atau pekerja. Sedangkan yang dimaksud dengan al-
musta’jir adalah orang yang menyewa agar akad ijarah sah.®
Pelaku akad ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Berakal

Dengan syarat berakal ini, maka tidak sah akad ijarah yang
dilakukan oleh orang gila dan kanak-kanak, baik ia sebagai
penyewa atau orang yang menyewakan, sebagaimana tidak sah jual
beli yang mereka lakukan. Akad tersebut berlaku mengikat dan
menimbulkan konsekuensi hukum, maka menurut Hanafiyah,
pelakunya tidak dipersyaratkan telah baligh. Akad ijarah yang
dilakukan anak-anak yang telah mumayyiz dan diizinkan walinya
berlaku mengikat dan berdampak hukum. Tetapi kalau pelakunya
berada dibawah pengampuan maka keabsahan akadnya itu
tergantung dari wali pengampuan.®®

Malikiyah menegaskan bahwa mumayyiz menjadi syarat
dalam akad ijarah dan jual beli. Sedangkan balig menjadi syarat
yang menentukan berlaku mengikat atau tidaknya akad tersebut.
Menurut Malikiyah sah akad ijarah yang dilakukan seorang yang
belum balig, akan tetapi akad itu harus bisa dieksekusi setelah

mendapat kerelaan (izin) dai walinya. Sementara menurut ulama

%2 |bnu Hajar al-Asgalani, Bulughul Mahram (terj. Abi Fadhlu Ahmad),
(Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1985), him. 460.

3 Abdul Azis Dahlan, Eksiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ictiar Baru
Van Hoeve, 1996), him. 39.
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Syafiiyah dan Hanabilah untuk sahnya akad ijarah hanya
mengemukakan suatu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum
(baligh dan berakal), alasan mereka adalah karena akad ijarah
sama dengan jual beli yaitu akad kepemilikan semasa hidup.®*

b. Suka sama suka (o=l c)

Akad ijarah dilakukan sah, seperti dalam jual beli
diisyaratkan kedua belah pihak melakukan akad tersebut secara
suka atau rela, terbebas dari paksaan dari pihak manapun.
Konsekuensinya kalau akad tersebut dilakukan dengan atas
paksaan maka akad tersebut tidak sah. Hal itu didasarkan

Firman Allah dalam surat An-Nisa’ayat 29 sebagai berikut:
G 353 (38 G W1 Jlally 5 a0 1RE Y 15l Gl G

a5 &5 OIS 0l )R &04T 153088 54 a5

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil
(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku
atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang
kepadamu.”

Dalam kandungan surat An-Nisa menjelaskan bahwa
melarang orang lain memakan harta orang lain atau hartanya
sendiri dengan jalan yang bathil, artinya tidak boleh memakan harta
sendiri dengan jalan yang bathil dengan cara membelanjakan
hartanya pada jalan maksiat. Walaupun dalam ayat ini Allah SWT
membatasi hanya dengan jalan perniagaan saja, tetapi itu tidak

berarti bahwa orang dilarang memakan harta orang lain dengan

®Ibid, him. 742.
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jalan hibah, sedekah, dan sebagainya. Hanya disebutkan perniagaan
itu, karena itulah jalan yang paling banyak dilakukan dalam tukar-
menukar dan janganlah kamu bunuh-membunuh sesamamu dengan
tidak ada hak, artinya dengan tidak ada suatu sebab yang diizinkan
oleh syara’ atau janganlah kamu membunuh diri orang lain karena
perbuatanmu itu adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kamu
akan dihukum bunuh (dihukum hal yang sama). Menurut hakikat
ayat ini dilarang membunuh orang lain atau membunuh diri
sendiri.®®

Sesama pengusaha hendaklah bersaing secara sehat, tidak
saling melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian
diantara salah satu pihak. Sebaiknya buatlah kesepakatan terlebih
dahulu antara kedua belah pihak agar tidak menimbulkan
perselisinan dengan kerja sama kedepannya. Dengan demikian
akan terjalin mitra kerja yang baik. Allah melarang mengambil
harta orang lain dengan jalan yang yang batil (tidak benar) kecuali
dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Allah
membolehkan dengan jual beli dengan dasar suka sama suka tanpa
suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak
sah walaupun ada bayaran atau penggantinya.®®

2. Sighah
Dalam pertukaran objek akad, ijarah sama dengan jual

beli. Dimana persyaratan sighah dalam ijarah juga sama dengan

%bid, him. 260.

% Sonhadji, dkk, Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid II, (Yogyakarta: PT.
Dana Bhakti Wakaf, 1991). HIm. 159.
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jual beli. Secara umum, sighah ijarah diisyaratkan bersesuaian dan
bersatunya majlis akad seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual
beli. Maka akad ijarah tidak sah bila ljab dan gabul tidak
bersesuaian antara objek akad dan batas waktu.

Selain itu pada transaksi muamalah yang lain, akad itu
sendiri tidak disertai dengan syarat yang tidak sejalan dengan
ijarah misalnya, seseorang menyewakan rumahnya kepada orang
lain dengan syarat ia menempati rumah itu selama satu bulan.
Syarat yang dikemukakan dalam akad seperti ini membuat objek
akad ijarah tersebut tidak bisa langsung diserahkan kepada
penyewa. Sementara salah satu syarat sahnya ijarah adalah objek
akadnya langsung bisa dimanfaatkan dan diserahterimakan. Kalau
akad itu masih tetap dipertahankan maka ijarah itu baru sah dan
berlaku mengikat semenjak rumah itu diserahkan kepada
penyewa.®’

3. Ma’qud ‘alaihi (manfaat dan upah)

Seperti transaksi pertukaran lainnya, dalam ijarah juga
terdapat dua buah objek akad, yaitu benda atau pekerjaan dan uang
sewa atau upah. Persyaratan sebagai berikut:

a. Barang dan pekerjaan yang diakadkan

Istilah yang digunakan untuk berakad atau pekerjaan yang
di ijarahkan juga beragam. Selain disebut dengan al-ma’jur
(Ls>W), ia juga biasa disebut dengan al-mu jar (,>34V), dan al-

musta jar (u>Ged)), Maksudnya sesuatu yang diberikan dalam akad

%7 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta : Raja Gravindo Persada,
2005), him. 42.
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ijarah barang atau pekerjaan yang diakadkan secara spesifik harus

memenuhi persyaratan berikut:

1.

Objek yang diijarahkan dapat diserah terimakan baik
manfaat maupun bendanya, maka tidak boleh menyewakan
sesuatu yang tidak dapat diserah terima.

Manfaat dan objek yang diijarahkan harus sesuatu yang
dibolenkan agama, artinya benda yang diijarahkan itu
termasuk klasifikasi harta mutagawwim. Seperti menyewa
buku untuk dibaca, menyewa rumah untuk didiami. Atas
dasar itu Fugaha’ sepakat menyatakan tidak melakukan
ijarah terhadap perbuatan maksiat seperti menggaji
seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir.

Manfaat objek yang akad diijarahkan harus diketahui
sehingga perselisihan dapat dihindari. Pengetahuan kedua
belah pihak terhadap objek akad itu sendiri juga sangat
menentukan kerelaan kedua belah pihak.

Jelas ukurannya untuk penentuan ukuran biasanya dipakai
standard uang, ukuran berat dan jarak (gram, liter, meter,
dan sebagainya), bilangan (ekor untuk hewan, buah untuk
benda dan lain sebagainya).

Diketahui batas waktunya, awal dan akhirnya. Penentuan
batas waktu ini biasanya mengikuti batasan waktu secara
umum seperti jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan
sebagainya. Imbalan terhadap benda yang disewa atau
pekerjaan yang di upahkan harus ditentukan batas waktu.
Perbuatan yang ijarah bukan perbuatan yang fardhu atau

diwajibkan bagi mu’ajir (penyewa) sebelum akad
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dilaksanakan, seperti shalat, puasa, dan sebagainya. Dengan
kriteria ini menurut ulama Hanafiyah tidak sah mengupah
seseorang untuk mengajar seseorang Al-Qur’an dan ilmu
pengetahuan, sebagaimana tidak sahnya mengupah
seseorang untuk melakukan shalat dan puasa, karena
semuanya itu merupakan fardhu ‘ain bagi semua orang
(termasuk si pengupah). Tapi menurut ulama Syafi’iyah
boleh mengupah orang yang mengajar Al-Quran dan ilmu
pengetahuan sebab dalam hal itu yang terjadi adalah
imbalan terhadap pekerjaan yang jelas.

7. Manfaat yang diijarah menurut kebiasaan memang dapat
diijarahkan. Seperti menyewa toko computer maka tidak
boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena
hal itu diluar kebiasaan.

8. Pekerjaan yang diijarah bukan sesuatu yang bermanfaat
bagi si pekerja. Oleh karena itu pada dasarnya tidak boleh
memberi upah seseorang atas ketaatan yang dilakukannya.®®

b. Upah atau imbalan
Selain disebut ujrah, upah atau sewa dalam ijarah juga

terkadang juga disebut dengan al-musta jar fih (48 b)) yaitu:
harta yang diserahkan pengupah kepada pekerja sehubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan yang dikehendaki akad ijarah.*® Ada
hak dan kewajiban yang menjadi dasar transaksi dalam ekonomi

Islam semuanya harus berjalan dengan syari’at dan ketentuan-

%8 Sayyid Sabig, Figh Sunnah, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009)
him. 206.

% Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo, 2003), him. 18.
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ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hadits yang
telah diproses dengan baik oleh para ulama. Member pekerjaan
harus dibarengi oleh upah yang sesuai tiada yang terdiskriminasi
secara sepihak. Dalam hal ini sahnya ijarah bi al- ‘amal dengan
adanya upah atau imbalan yang harus memenuhi syarat-syarat
seperti berikut ini:

1. Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta
dalam pandangan syari’ah dan upah tersebut harus
dinyatakan secara jelas.

2. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang
sesuai dengan adat kebiasaan setempat kalau ia berbentuk
jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara’.

3. Perbuatan yang diijarahkan bukan perbuatan yang fardhu
atas mu ajir (pekerja) sebelum akad dilaksanakan, seperti
shalat, puasa dan sebagainya.

Dari beberapa konsep yang telah dikemukakan oleh para
ulama dan cendekiawan muslim dapat dipahami bahwa ijarah bi
al-‘amal merupakan suatu akad perjanjian upah-mengupah untuk
pemanfaatan jasa yang harus didasari dengan adanya job
description (deskripsi pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah
seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidak jelasan
pekerjaan. Hal ini dapat menimbulkan tindakan yang dapat
memberatkan pihak pekerja. Seperti yang dialami oleh pembantu
rumah tangga yang seringkali harus mengerjakan apa saja yang
diperintahkan oleh majikannya.

Job description merupakan suatu upaya penting dalam
mewujudkan kesejahteraan para pekerja. Hal ini dibutuhkan supaya
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seorang pekerja tidak merasa diberatkan oleh tumpukan pekerjaan

yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, dengan adanya job

descripton tersebut permasalahan yang dihadapi oleh seorang

pekerja sedikit teringankan.”

M W

Syarat sah ijarah berbentuk:

Syarat terjadinya akad

Syarat nafadz (berlangsungnya akad)
Syarat sahnya akad.

Syarat mengikatnya akad (syarat luzum)

Menurut Sayyid Sabiq yang menjadi rukun ijarah adalah

adanya ijab dan gabul serta orang yang melakukan akad adalah

orang yang berakal dan baligh. Adapun yang menjadi syarat sah

ijarah menurut Sayyid Sabiq adalah:

1.

Adanya unsur saling rela antara kedua pihak pelaku akad.
Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad,
maka akadnya dianggap tidak sah.

Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas.

Barang yang menjadi objek akad sewa dapat diserah
terimakan pada saat akad.

Barang dapat diserah terimakan termasuk manfaat yang
dapat digunakan oleh penyewa.

Manfaat barang tersebut adalah hukumnya mubah (boleh),

tidak termasuk yang diharamkan.”

"% Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Konstektual,(Jakarta : PT Raja

Grafindo, 2003), him. 185.

™ Sayyid Sabig, Figh Sunnah,(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009)

him. 205.
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Nasrun Harun dalam bukunya menambahkan syarat sahnya
ijarah yaitu:

Untuk orang yang melakukan akad haruslah baligh dan
berakal.

Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa
seperti meyewa seseorang untuk menggantikan penyewa
naik haji.

Upah atau sewa dalam akad ijarah ini harus jelas, tertentu,

dan bernilai harta.”

Macam-macam ljarah
a. Dari Segi Jenisnya

ljarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijarah terhadap

benda atau sewa-menyewa dan ijarah atas pekerjaan atau upah-

mengupah.

il

ljarah a’yan, dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam
bentuk benda atau binatang dimana orang Yyang
menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.

ljarah bil al-‘amal, dalam hal ini terjadi perikatan tentang
pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa

memberi upah kepada pihak yang menyewakan.”

ljarah bil ‘amal terbagi dua, yaitu:

"2 Nasrun Harun, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

him. 232.

" Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Renika Cipta, Cet 2,

2001), him. 426.
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ljarah Khusus yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang
pekerja. Hukumnya bagi si pekerja tidak boleh bekerja
kepada orang lain, si pekerja hanya bekerja kepada orang
yang memberinya upah.”® Seperti pembantu rumah tangga.
ljarah Musytarak yaitu ijarah yang dilakukan secara
bersama-sama atau melalui  kerjasama. Hukumnya
dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.”® Seperti para
pekerja pabrik.

b. Dari Segi Waktunya

Menurut pendapat Imam Syafi’i, ijarah terbagi dua macam, yaitu:

a.

ljarah ‘Ain yaitu sewa-menyewa atas manfaat yang
bersinggungan langsung = dengan bendanya, seperti
menyewakan tanah perkarangan, hewan pengangkut yang
telah ditentukan dan mempekerjakan orang tertentu.

ljarah Dzimmah vyaitu sewa-menyewa dalam bentuk
tanggungan, misalnya menyewakan mobil dengan ciri-ciri
untuk kepentingan tertentu, menyewa jasa penjahit untuk
membuat baju atau jasa buruh untuk membangun rumah

atau melakukan pekerjaan lainnya.

Keabsahan menyewakan tanah hanya dapat digunakan

dalam akad ijarah ‘ain karena penyewaan tanah tidak dapat

ditetapkan dalam bentuk tanggungan, adapun barang selain tanah

7 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

him. 133.

® 1bid, him. 134
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dapat dilakukan dengan ijarah ‘ain dan ijarah dzimmah. Upah
dalam ijarah dzimmah disyaratkan harus diserahkan di majelis
akad, sama seperti pembayaran harga dalam akad salam. Upah
tidak boleh ditunda, diganti dengan yang lain dan tidak boleh

dibebaskan.”®

Dalam perjanjian ijarah kedua belah pihak harus bersikap
jujur dan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya
ataupun dirugikan. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti
mereka tidak dibayar secara adil dari hasil kerja mereka.
Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa
untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan
mereka.’”’ Jadi, setiap majikan harus membayar para pekerja sesuai
dengan hasil kerja mereka. Oleh karena itu, Islam menganjurkan
setiap bentuk transaksi harus dilakukan secara adil agar tidak ada
pihak yang merasa di rugikan. Kata adil di sini terdapat dua makna
yaitu adil yang berarti jelas dan transparan, dan adil yang berarti

proporsional.

Prinsip adil yang dimaksud adalah jelas pada akad yang
dilakukan oleh pihak majikan dan pekerja atas dasar suka sama
suka atau adanya kerelaan dari para pihak yang melakukannya.
Dalam akad (perjanjian) tersebut menerangkan secara jelas

pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja, kejelasan upah yang

76 Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, (Jakarta: Almahira, Cet 1,
2001), him. 49-51.

" Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti
Wakaf, 1995), him. 363.
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akan diterima oleh pekerja dan bagaimana tata cara pembayaran

upah tersebut.”

Makna adil yang bermakna proporsional yaitu suatu
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan dibalas sesuai
dengan berat ringan pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa
setiap pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama akan
mendapatkan upah yang sama pula. Allah telah memerintahkan
kepada setiap manusia untuk selalu berlaku adil. Hal ini tercantum
dalam Firman Allah dalam surah An-Nahl (16) ayat 90, yang
berbunyi:

59 ! i L EX ¢ 0% P S
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Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan
Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran,
dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar

1

kamu dapat mengambil pelajaran.’

a. Layak Dalam prinsip ujrah terdapat dua pengertian layak
yaitu layak yang berarti cukup dan sesuai pasar. Layak
dalam arti cukup di sini mengandung pengertian layak atas

cukup pangan, sandang dan papan, artinya upah harus

’® Didin Hafidhudhin, Sistem Penggajian Islam, (Jakarta: Raih Asa
Sukses Press, 2008), him. 32.
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mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang

merupakan kebutuhan dasar dharuriyat.”
Allah berfirman dalam surah Thaahaa (20) ayat 118-119:
sV e s YAl )
Artinya:

“Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau
tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.”

| o, ;\j:s\:@_:\/é\ﬁ’g':"g[ﬂzi
Artinya:

“Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa
dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.”

Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-
Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, menjelaskan
sesungguhnya engkau tidak akan lapar sesaatpun di dalam Syurga
karena pangan yang melimpah dan tidak akan telanjang karena
pakaian tersedia beranekaragam dan tidak akan merasa dahaga, dan
kata “tadha” dipahami dalam arti tidak disengat matahari, banyak
ulama yang memahaminya dalam arti naungan yakni rumah. Ayat
diatas menyebut dengan sangat teliti kebutuhan pokok manusia

kapan dan dimanapun mereka berada yaitu pangan, sandang dan

" Eggi Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering,
(‘Yogyakarta: PPMI, 2000), him.35-36.
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papan. Itu hal-hal yang bersifat material minimal yang harus

dipenuhi oleh manusia.®

Sedangkan layak yang bermakna sesuai pasar telah
disebutkan Allah SWT dalam surah As-Syu’ara (26) ayat 183:

(i (a1 (815385 Y 2o Gl G ) LA Y
Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan
mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan
di bumi.”

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang,
yang mana hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang
dilakukan, sehingga kita tidak bolen mengurangi hak orang lain.
Contohnya seorang pengusaha atau majikan tidak boleh
mengurangi hak (upah) yang seharusnya diperoleh oleh para
pekerja/buruh setelah mereka melakukan kewajibannya, sehingga
dapat merugikan para pekerja tersebut. Jadi, didalam suatu
transaksi tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan ataupun

terzalimi.

Adapun penentuan upah (ujrah) dalam perjanjian atau
transaksi ijarah, ada dua pembagian, yaitu:*

a. Ujrah yang telah disebutkan (ajrun musamma), yaitu upah

yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah

8 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian
Al-Qur’an, Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), him. 690

81 Tagiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Perekonomian
Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), him. 103.
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ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima)
oleh kedua belah pihak.

b. Ujrah yang sepadan (ajrun mitsli), yaitu upah yang sepadan
dengan kerjanya serta sepadan dengan  kondisi
pekerjaannya, maksudnya adalah harta yang dituntut
sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada
umumnya. Oleh karena itu penentuan upah dalam suatu
perjanjian atau transaksi harus dilakukan secara
musyawarah antara pengusaha atau majikan dengan
pekerja/buruh, agar tidak ada terjadinya perselisihan di

kemudian hari.

2.2. Ketentuan Kerja Karyawan

a. Bentuk Pekerjaan

Pekerjaan yang dikerjakan haruslah pekerjaan yang halal
dalam hal ini para pekerja dilarang keras untuk menerima
pekerjaan yang haram karena pekerjaan yang haram tidak
membawa kepada keberkahan. Jikalau seorang majikan memberi
pekerjaan kepada pekerja maka hal itu dianggap jaiz atau boleh,
asalnya dibenarkan sesuai syara’. Pekerjaan tersebut tidak
bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh negara. Para
pekerja wajib memberikan seluruh tenaganya sesuai dengan

kesepakatan berlaku.

b. Waktu Kerja

Didalam sebuah kontrak terkadang terdapat waktu dan jenis
pekerjaan yang dikontrak. Jika terjadi maslalah disebuah pekerjaan
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antara kedua belah pihak maka kontrak tersebut tidak dapat
dibubarkan. Oleh karena itu pekerja wajib melaksanakan sesuai

kontrak yang telah disepakati.
c. Gaji/Upah

Nabi Muhammad SAW menegaskan agar upah segera dibayar
atas pekerjaan yang sudah dikerjaan. Gaji yang dibayarkan majikan
harus disebutkan saat akad dan juga pula upahnya. Oleh karena itu
perusahaan membayarkan upah itu besarannya tercantum pada
akad. Dan bayaran upah itu boleh dibayarkan bulanan, mingguan

bahkan harian.

Selain itu manfaat disebutkan upah pada saat akad adalah
mengantisipasi apabila pada suatu ketika kelompok buruh atau
serikat tenaga kerja menuntut upah yang terlalu tinggi diluar batas
kewajaran yang hal itu diluar kemampuan perusahaan atau

penyewa tenaga kerja.®?
2.3. Pihak-pihak Yang Dapat Menentukan Upah Karyawan

Ada beberapa pihak yang dapat menentukan upah karyawan

yaitu :

a. Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam
menentukannya.
b. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten

dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha

8 Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan
Percetakan Akadem iManajemen Perusahaan YKPN, 2004), him. 166-167.
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dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan
kepada mereka untuk melakukannya.

c. Negara dalam intervensinya negara  tidak
menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik
usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh
memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau me

nolaknya tanpa adanya unsur paksaan.®

2.4. Sistem Penetapan Upah dalam Islam

Menyangkut penentuan upah Kkerja, syari’at Islam tidak
memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan
Al-Qur’an maupun Sunnah Rasul. Secara umum sistem penetapan
upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut : Upah
Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai Ketentuan akad kontrak
kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh
majikan kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan
dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja
adalah dari Hadist.®* Rasulullah SAW. memberikan contoh yang
harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah

para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya.

Rasulullah SAW Bersabda:

aﬁ\wb\hﬁm\w

8 Bagir Syarif al-Qarasyi, Keringat Buruh, Cetakan Pertama, (Jakarta:
Al-Huda, 2007), him. 250.

% Dwi Condro Triono, Ekonomi Pasar Syariah: Ekonomi Islam,
(Yogyakarta : Irtikaz, 2016), him. 293.
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Artinya:

“Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah
la memberitahukan upahnya.” (HR. Al-Baihagi dan lbn
Syaibah).®®

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW telah memberikan
petunjuk agar majikan terlebih dahulu memberikan informasi
tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia
mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran
upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan
semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam
pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan
kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering Dalam Al-
Qur’an dan hadis. Rasulullah SAW menganjurkan seorang majikan
untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai

melakukan pekerjaannya.

Rasulullah SAW bersabda:
&ﬂj@&&\wﬁa\‘jﬁ)&}ﬁwﬁﬂ&y
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% lbnu Hajar Al Asgalani, Bulughul Maram, terj, Kahar Masyhur
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), him. 515.
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Artinya:

“Berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya

mengering.” (HR. Ibnu Majah).®

Hadis Rsulullah SAW menganjurkan seorang majikan
untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai
melakukan pekerjaanya. Jika memperkerjakan seorang pekerja
hendaklah memberikan upah dari hasil pekerjaannya tersebut
sesegera mungkin, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang

menzhalimi atau merasa akan dirugikan satu sama yang lain.

Firman Allah SWT dalam Surat Ath Thalaqg ayat 6:

s 54
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Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu
sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya
kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui

8 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2008), him. 113.



62

kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak
itu) untuknya.”®’

Maksudnya Tunaikanlah hak pekerja setelah pekerjaannya
selesai setelah kesepakatan pembagian gaji perbulannya. Ini
dilakukan untuk menghilangkan keraguan dan keterlambatan
terhadap pembayaran upah untuk para pekerja. Umat Islam
diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah
sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang
memperkerjakan. Agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa

dizholimi antara satu dengan yang lain.

a. Memberikan Upah Yang Adil

Majikan tidak bolen meghilangkan hak sepenuhnya dari
pekerja karena hal ini tidak dibenarkan. Upah diberikan kepada
pekerja tanpa harus adanya diskriminasi dari pihak manapun.
Setiap pihak wajib memperoleh bagian yang sah yang bersifat
keadilan dari kedua belah pihak.

Prinsip keadilan sudah termaktub dalam potongan ayat

sebagai berikut:

Firman Allah Swt dalam surat Al Maidah ayat 8:

‘_Acejsume&ﬁ)u\ﬂ}.kus{b;\l@-u&umbﬂ\yﬁ\y\u.m]\\.@_\\_a
u)l«.\l.@).\.\;&s\ufian\ ) 5305 o 58l ool Sh Tlae 1 lass

Artinya:

8 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova,
QS. Al- Ath-Thalaag/65 : 6.
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”Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai
penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu
kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti
terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah/5 :

8.)88

Adil merupakan kata yang paling lazim diucapkan tapi sulit

untuk dilaksnakan. Uzair menegaskan bahwa satu filosofi Islam

yang paling penting dalam masalah upah atau gaji adalah keadilan.

b. Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua

yaitu :

1)

2)

Adil Bermakna Jelas dan Transparan, Artinya
pekerjaan yang dilaksanakan haruslah transparan
atau jelas hal ini harus jelas dari segi
penguapaham waktu kerja, tata cara pembayaran
dan lain lain.

Adil Bermakna  Proporsional  bermakna
proporsional artinya suatu pekerjaan yang sesuai
dengan porsinya atau dengan kata lain pekerjaan

dibalas sesuai menurut takaran pekerjaannya.®

Prinsip keadilan dalam Islam-tercantum dalam firman Allah

Swt dalam Al Quran surat Al Jaatsiyah ayat 22:

8 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova,
(Bandung: Syamil Quran, 2012), QS. Al-Maidah/5 : 8.

% Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Sistem Penggajian Islam,
(Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008), him.30.
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Artinya:

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan
yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai
dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan
dirugikan.” (QS. AlJaatsiyah/45 : 22).%°

Ayat lain juga menjelaskan hal yang sama bagaimana
pemberian upah terhadap seorang pekerja yaitu dalam Firman
Allah Swt dalam surat Al Ahgaf ayat 19:

Sl S O BN . S8, BT
Oallay ¥ aa s aellae agdsal’y ) slee Lok a3 KI5
Artinya:

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa
yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan
balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak
dirugikan.*

Firman Allah Swt dalam surat Al Kahf ayat 77:

(3 152,58 Lah i) & 1510 b Lt 575 O 1 19 GGl
DAl adle EALE Eds o QEAGREE (il G A 5 15)as

Artinya:

Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai
kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta
dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri
itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya

% Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova,
QS. AlJaatsiyah/45 : 22.

°! Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova,
QS. al-Ahgaaf Ayat/46 : 19
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mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri
itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika
enggléau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk
itu.

Firman Allah Swt dalam surat An Najam ayat 39:
lone e W) G Gl 8y

Artinya:

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah
diusahakannya. ” (QS. An-najamAyat/53 : 39). *

Firman Allah Swt dalam surat Yasin ayat 54:
Ostasd 8 L W) (55a8 5 Ui (Gl 2105 Y 2 5lla
Artinya:

“Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit
pun dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai
dengan apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Yaasin
Ayat/36 : 54)%

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan
dibalas menurut berat pekerjaanya itu. Al-Farugi menegaskan
bahwa Islam berprinsip bayaran yang sama akan diberikan pada
pekerjaan yang sama, tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.
Sedangkan Maududi menegaskan bahwa kebijakan gaji berbeda

diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda. Islam menghargai

% Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova,
QS. Al-Kahfi Ayat/18 : 77

% Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova,
QS.. An-najamAyat/53 : 39

%Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova,
QS. Yaasin Ayat/36 : 54
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keahlian dan pengalaman. Gaji boleh saja berbeda dari tempat yang
satu ke tempat yang lain dan tergantung pada kondisi ekonomi dan
iklim suatu tempat, tetapi perbedaan tersebut tidak seharusnya

terukur.®®

c. Memberikan Upah Yang Layak

Pemberian upah seorang karyawan itu hendaknya
memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dilihat dari tiga aspek:
yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan
(tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak

sesuai pasaran (tidak menguranginya).

Allah Swt Berfirman dalam QS. Asy-Syua’ra ayat 183

sebagai berikut :
Cranaa i Y (815525 Y 2l Gl 1 LA Y

Artinya:
“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan

mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan
di bumi. ”( QS. Asy-Syua 'radyat/26 : 183).%

2.5. Hak-hak Pokok Karyawan
a. Pekerja yang diberikan upah sebaiknya dapat menjalani

kenikmatan kehidupan yang layak.

% Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Sistem Penggajian Islam,
(Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008), him.35.

% Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova,
QS. Asy-Syua’ra Ayat/26 :183.
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. Tidak boleh memberikan pekerjssn diluar kemampuan
fisiknya, dan jika perusahaan memberikan pekerjaan
yang berat maka hendaknya harus diberi bantuan modal
yang lebih.

Para majikan wajib memberikan bantuan ketika sakit
misalnya bantuan pengobatan yang sesuai dengan
sakitnya. jika bantuan terhadap biaya pengobatan buruh
dan majikan ditambah dengan bantuan pemerintah
(kemungkinan dari dana zakat).

. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembayaran
pensiunan bagi pekerja. Majikan dan pegawai bisa
dimintai sumbangan untuk dana itu, tapi sebagian besar
akan disumbangkan oleh negara islam dari dana zakat.
Pihak majikan diharapkan mengeluarkan sedekit harta
nya di jalan Allah atau disebut sedekah/ infag baik
terhadap pekerja atau anak anak mereka. dan anak-anak
mereka.

Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas
kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.

Barang-barang yang dibuat dalam pabrik tempat mereka
bekerja harus diberikan kepada mereka secara gratis
atau menjual kepada mereka dengan biaya yang lebih
murah.

Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan
dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama

bekerja.
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i. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar
kesehatan dan

j. Efisiensi kerja mereka tidak terganggu.®’

2.6. Prinsip Keadilan

Pengertian Adil menurut Kamus besar bahasa Indonesia
adalah tidak berat sebelah, tidak memihak.”® Maksud dari
kata tidak memihak, tidak memihak atau berat sebelah
kepada salah satu pihak seperti membayarkan upah harus
sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Adil menurut Islam
merupakan norma paling utama dalam keseluruan aspek
perekonomian. Seperti dalam pemberian imbalan jasa
kepada para pekerja harus bersifat adil. Manusia sebagai
khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di
bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya
diarahkan untuk kesejahteraan manusia agar mendapat

manfaat secara adil dan baik.

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nissa’ ayat 135:

BYR{Al J\M\&J}ﬂ;\@muw\ﬁ 1 1 5kal ol i
1 5laxd G sl ) ‘“mu@gjmu\ﬂj\musu\ SuY
\Jmu)ha_\mug&‘u\ﬁ\}aﬂj\\)hu\J

Artinya:

% Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 1l (Yogyakarta: PT.
Dana Bhakti Wakaf, 1995), him. 391-392.

% Meity Taqdir Qodratillah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2011), him. 4.
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“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap
dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum
kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin,
maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari  kebenaran. Dan jika kamu
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,
maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa
yang kamu kerjakan.”®

Maksud ayat diatas yaitu menegakkan keadilan adalah
kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim bersikap adil kepada
siapapun menetapkan hak dan kewajibannya tanpa memikirkan
keluarga atau kerabat, semua harus diperlakukan secara adil yang
dilakukan adalah semata-mata hanya karena Allah. Semua sistem
ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem
perekonomian yang adil. Namun, tidak semua sistem mampu dan
secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Tanpa keadilan,
manusia akan menjadi kelompok-kelompok dalam berbagai
golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang
lainnya, sehingga terjadi permusuhan antara manusia. Masing-
masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih dari pada usaha

yang dikeluarkannya karena kerakusannya.'®

3. Dasar dan Tujuan Adil

% Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan: New Cordova,
QS. An-Nissa’ Ayat/4 :135

100 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2010), him. 35-43.
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Sesungguhnya Islam menjadikan keadilan memiliki urgensi

yang besar, dimana Islam menjadikan sebagai dasar hukum.

Firman Allah Swt dalam surat An-nisaa ayat 58:

132845 &) wu\uu{msé\a\jl.@h\ ‘__,J\ ;u.d\ \}J}Ju\(as)—ob&l\ &)
\Mmutsmu\ Mékuuu&\u\ﬁddb

Artinya:
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu
menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha
Mendengar, Maha Melihat.”

Tujuan dasar dari upah yang adil (sepadan) adalah
untuk melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta
melindungi mereka dari saling mengeksploitasi dalam transaksi
bisnis.'®  Maksudnya,  majikan ~ tidak  boleh n
menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pemilik
usaha/perusahaan untuk memperkerjakan pekerja tanpa

mengenal waktu.
4. Unsur dan Kriteria Adil

Upah harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria
keadilan bagi pekerja dibidang hukum pengupahan berupa
kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, menabung, dan
kebutuhan kemasyarakatan. Pemilik usaha adil dalam

pembayaran upah yang sesuai dengan kesepakatan/perjanjian

102 'M. Ghufron, “Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di
Indonesia”, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, him., 124,



71

bersama. Nominal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam
pembayaran upah terdapat dalam Keputusan Gubernur Aceh
tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh
Tahun 2022. Besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun
2022 adalah sebesar Rp.3.280.327 (Tiga Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

perbulan.*®?
5. Upah yang Adil

Upah yang layak harus didasarkan pada suatu kriteria
tertentu. Kriteria keadilan bagi pekerja dibidang hukum
pengupahan berupa Pemberian upah harus selalu memperhatikan
prinsip keadilan. Keadilan ini berarti bahwa segala sesuatu mesti
dibagi rata. Standar Penentuan upah menurut Peraturan Pemerintah
No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah adalah upaya
pemerintah dalam memberikan imbalan atas jasa yang dilakukan
kepada pekerja yang berdasarkan prikemanusiaan seperti
menggunakan prinsip keadilan sehingga upah yang diberikan tidak
dihilangkan ataupun dikurangi. Upah yang dibayarkan kepada
masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan

dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa
“Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan

102 Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 560/1756/2021 tanggal 3
Desember 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Banda Aceh Tahun
2022
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memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan
kompetensi”.!® Sedangkan dalam istilah Ekonomi disebut Job
description (deskripsi pekerjaan) adalah rekaman tertulis mengenai
tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Dokumen ini menunjukkan
kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut dan
menguraikan bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan dengan
bagian lain dalam perusahaan. Selain itu menurut Pasal 81 ayat
(25) Undang-undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa perusahaan
tidak boleh membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang
sudah disesuaikan pemerintah. Dasar hukum tersebut, sudah jelas
bahwa perusahaan wajib membayar UMR sesuai daerah
perusahaan itu berdiri.

2.7. Tinjauan Umum Upah Menurut Hukum Positif
2.7.1. Pengertian Upah

Pengupahan diatur dalam hukum perburuhan. Hukum
perburuhan sendiri merupakan himpunan peraturan, baik tertulis
maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan suatu kejadian
dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima
imbalan atau upah.'® Berdasarkan materi perkuliahan Hukum
Perburuhan, upah dalam hukum positif di Indonesia diatur oleh

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. 1320 KUHPerdata tentang perjanjian

18Abdul  Khadim, Pengupahan dalam  Perspektif  Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), him. 32.

104 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Ikrar
Mandiriabadi, 1992),him. 20.
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b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah.

d. Kepmenakertrans No. KEP./102/MEN/V1/2004 tentang
Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

e. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-
07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah, serta
peraturan-peraturan lainnya. Secara umum upah adalah
imbalan yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan
pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Bagi
pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus
ditekan serendah mungkin agar harga barangnya nanti tidak
terlalu tinggi atau agar keuntungannya menjadi lebih

tinggi.'®

Edwin B. Flippo dalam karya tulisnya yang berjudul
“Principles of Personal Management” menyatakan bahwa upah
adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh
orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Upah
merupakan suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja
atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Upah sendiri
berfungsi sebagai jaminan untuk melangsungkan suatu kehidupan
yang layak bagi manusia dan produksi yang dinyatakan ataupun

dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu

105 Zainal Asikin dkk., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2008), him. 87.
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persetujuan atau kesepakatan, Undang- undang serta peraturan-

peraturan lainnya yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 30 menyebutkan
bahwa wupah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan. Hukum Positif juga diatur tentang pengupahan
diantaranya, dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2
yang berbunyi : “ Tiap - tiap warga Negara berhak atas pekerjaan

13

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “. Dengan upah
yang harus diterima oleh buruh atau pekerja atas jasa yang

diberikan haruslah upah yang wajar.'%°

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan upah merupakan hak pekerja atau buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian Kerja,

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk

106 Abner Hutabarat, Kebijaksaan Upah Minimum, Direktorat
Pengawasan Persyaratan Pengawasan Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial, (
Jakarta : 1984 ) , cet. ke-1, hal. 13.
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tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*®’

Sehingga upah dapat diartikan sebagai imbalan yang
wujudnya bermacam-macam dari pemberi kerja kepada penerima
kerja sesuai dengan kesepakatan dan perundang-undangan atas
usaha dan jasa telah dilakukan. Upah yang diberikan kepada
seseorang selain harus sebanding dengan jasa yang dilakukan juga
harus bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.
Dalam merangsang atau memotivasi kerja buruh banyak
perusahaan yang menerapkan atau memberikan tambahan-
tambahan pendapatan seperti bonus, fringe benefit (keuntungan-

keuntungan), tunjangan-tunjangan dan lain sebagianya.

Buruh adalah para tenaga kerja yang bekerja pada
perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada
perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha yang
bertanggungjawab atas lingkungan perusahaannya, dengan tetap
memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar.
Dengan adanya hubungan kerja maka akan muncul hak dan
kewajiban masing-masing pihak, baik pihak pekerja maupun
pengusaha yaitu waktu kerja. Dalam peraturan perundang-
undangan telah ditetapkan tentang ketentuan waktu kerja. Pasal 77
ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa

waktu kerja meliputi:

197 pasal 1 ayat 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
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b.
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Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu
kerja

Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi

1). 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1
(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu, atau

2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam
1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu.

Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau
pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

diatur dengan Keputusan Menteri.'%®

Sektor usaha atau pekerjaan tertentu tersebut berhubungan

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl yang

mengatur mengenai waktu kerja dan waktu kerja lembur serta upah

kerja lembur disektor usaha atau pekerjaan tertentu yaitu:

a.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Nomor Kep234/Men/2003 tentang Waktu Kerja dan
Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya

Mineral pada Daerah tertentu;

108 pasal 77 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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Contoh: Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral minyak
bumi, Gas Alam, dan Batu Bara

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Nomor Perl5/Men/V11/2005 tentang Waktu Kerja dan
Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum pada
Daerah Operasi tertentu;

Contoh Pertambangan Batu Bara, Pertambangan Minyak
Bumu dan Pertambangan Pasir.

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl
Nomor Perl1l/Men/VI1/2010 tentang Waktu Kerja dan
Istirahat di Sektor Perikanan pada Daerah Operasi tertentu.
Contoh sektor perikanan ikan lele, ikan Hias

Apabila melebihi waktu kerja yang telah ditentukan oleh
perundang-undangan maka waktu kerja disebut dengan waktu kerja
lembur, dan telah diatur dalam Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yakni :

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat(2) harus

memenuhi syarat;

1) ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

2) waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3
(tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1

(satu) minggu
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a. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/burun melebihi
waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
membayar upah kerja lembur

b. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud
dalam ayat(1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau
pekerjaan tertentu.

c. Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja
lembur sebagaimana diatur dalam ayat(2) dan ayat(3) diatur

dengan Keputusan Menteri. %

2.7.2. Kerja Lembur dan Upah Lembur

Kerja lembur dan upah lembur telah diatur dalam
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor KEP.102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja
Lembur dan Upah Kerja Lembur. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1)
yang berbunyi ‘Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh
melebihi waktu kerja maka wajib membayar upah lembur’, yang

dimaksud dengan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur adalah

a. Waktu kerja yang melebihi 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam
dalam seminggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.
b. Waktu kerja 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu

untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

109 pasal 78 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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c. Waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari

libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Pengusaha diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh

melebihi waktu kerja tersebut dengan ketentuan:

a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan

b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling
banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat
belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

c. Ketentuan waktu kerja lembur tersebut tidak termasuk
kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat
mingguan atau hari libur. Untuk melakukan kerja
lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan
persetujuan  tertulis ~ dari  pekerja/buruh  yang
bersangkutan perintah tertulis dan persetujuan tertulis
tersebut dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh
yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh
pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha.
Pengusaha harus membuat daftar pelaksanaan kerja
lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang bekerja
lembur dan lamanya waktu kerja lembur.

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama

waktu kerja lembur berkewajiban:

a. Membayar upah kerja lembur

b. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya
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b.
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c. Memberi makanan dan minuman sekurang-kurangnya
1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3
(tiga) jam atau lebih, pemberian makan dan minum

tersebut tidak boleh diganti dengan uang.

Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut:

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:

1) Untuk jam Kkerja lembur pertama harus dibayar upah

sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam;

2) untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar
upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat
mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6

(enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka :

1) Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh)
jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan
jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan
jam lembur kesembilan dan kesepuluh 4 (empat)

kali upah sejam;

2) Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja
terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam
pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam
keenam 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur

ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.
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3) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari
istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk
waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh)
jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur
untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali
upah sejam, kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah
sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat)
kali upah sejam.

Menurut Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, upah
dapat berupa uang, barang, atau jasa. Dalam dasar-dasar

perburuhan dijelaskan mengenai jenis-jenis upah yang meliputi :

a. Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan
kepada pekerja/buruh yang berhak secara tunai sebagai
imbalan pengerahan jasajasa atau pelayanannya sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian
kerja.

b. Upahah Nyata (Real Wages) adalah uang yang nyata yang
benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja/buruh yang
berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah
tersebut yang banyak tergantung dari:

1)Besar kecilnya jumlah uang yang diterima
2)Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

c. Upah Hidup adalah upah yang diterima pekerja relatif
cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas,
yang tidak hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga

kebutuhan sosial dan keluarganya.
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d. Upah Minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan
standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang
sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja
diperusahaannya.

e. Upah Wajar (Fair Wages) adalah upah yang secara relatif
dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh

sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan.

Upah wajar sering dipengaruhi oleh:
1) Kondisi negara pada umumnya
2) Nilai upah rata didaerah mana perusahaan itu berada

3) Peraturan perpajakan, standar hidup para buruh itu

sendiri
4) Undang-undang mengenai upah khususnya

5) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian

negara.

Apabila dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan
menjadi upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang dan upah
riil, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang
itu."° Dalam hal pembayaran upah, pengusaha dan pekerja atau
buruh dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan waktu,
cara, dan tempat pembayaran upah yang dituangkan dalam suatu
perjanjian kerja. Menurut pasal 17 KEP.102/MEN/V1/2004 jangka

10 |mam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT.
Ikrarabadi, 1992), him.130-131.
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waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan
seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali
bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. Bila
upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka
pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17
KEP.102/MEN/V1/2004 dengan pengertian bahwa upah harus
dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya atau sesuai dengan

jumlah hari atau waktu bekerja.

Sistem pelaksanaan pemberian upah dapat digolongkan ke

dalam 3 kelompok:

a. Sistem gaji menurut waktu, yaitu sistem pemberian upah
yang dibayarkan menurut jangka waktu yang telah
diperjanjikan sebelumnya.

b. Sistem gaji menurut kesatuan hasil, yaitu sistem pemberian
upah yang hanya akan dibayarkan jika pekerja/buruh telah
melakukan pekerjaan atau menghasilkan pekerjaan

c. Sistem upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang
didasarkan atas perhitungan imbalan atas suatu pekerjaan
tertentu secara menyeluruh.***

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-
07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah bahwa para
pengusaha untuk mendorong para pekerja/buruh dalam bekerja
agar lebih disiplin, giat dan produktif, banyak perusahaan yang
memberikan bermacam-macam tunjangan. Dimana upah pokok,

tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap termasuk kedalam

11 M. Manulung, Pengantar Ekonomi Perusahaan, cet. Ke-1,
(‘Yogyakarta: Liberty, 1991), him. 123.
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komponen upah sedangkan fasilitas, bonus(insentif), dan tunjangan

hari raya merupakan komponen dari non upah.

1. Pengertian komponen upah adalah sebagai berikut:

a. Upah Pokok: imbalan atas dasar yang dibayarkan
kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

b. Tunjangan Tetap: suatu pembayaran Yyang teratur
berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap
untuk pekerja dan serta dibayarkan dalam satuan waktu
yang sama, dengan pembayaran upah pokok, seperti
tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan,
tunjangan kemahalan, tunjangan daerah dan lain-lain.
Tunjangan makan dan tunjangan transport dapat
dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila
pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan
kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja
menurut satuan waktu, harian atau bulanan.

c. Tunjangan tidak tetap: suatu pembayaran secara
langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja,
yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan
keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu
yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok,
seperti tunjangan transport yang didasarkan pada
kehadiran, tunjangan makan dapat dimasukkan kedalam
tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut
diberikan atas dasar kehadiran.
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2. Pengertian pendapatan non upah sebagai berikut :

a. Fasilitas: kenikmatan dalam bentuk nyata(nature)
yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang
bersifat  khusus atau untuk  meningkatkan
kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan
(antar jemput pekerja atau lainnya), pemberian
makan secara cuma-cuma , sarana ibadah, tempat
penitipan bayi, koperasi, kantin, dan lain-lain.

b. Bonus: bukan merupakan bagian dari upah,
melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari
hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja
menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target
produksi yang normal atau karena peningkatan
produktivitas, besarnya pembagian bonus diatur
berdasarkan kesepakatan.

c. Tunjangan Hari Raya (THR).*?

12 gyrat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-07/MEN/1990
tentang Pengelompokan Upah.



BAB TIGA

ANALISIS PENGUPAHAN PEKERJA SECURITY RUMAH
SAKIT PERTAMEDIKA BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF IJARAH BIL ‘AMAL

3.1. Gambaran Umum Rumah Sakit Pertamedika Ummi
Rosnati
RSPUR atau Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati
merupakan rumah sakit swasta Tipe C milik universitas
Abulyatama. Letaknya sangat strategis di jalan Sekolah Labui
Dusun 5, Gampong Teuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman
Banda Aceh. Rumah Sakit ini juga menawarkan fasilitas bagi
masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Rumah Sakit
ini bekerjasama dengan rumah sakit Pertamina Bina Medika
(Pertamedika) yang merupakan bagiam dari Healtcare Corporation
(IHC), Manajemen rumah sakit ini telah dikomputerisasi
menggunakan sistem IT/SIM-RS agar database terekam dan
tersimpan dengan baik , dan juga mendukung untuk pelaksanaan
terapi yang efektif bagi pasien. Kemudian rumah sakit ini sudah
menyusun strategi pengembangan bisnis dalam tempo waktu lima

tahun kedepannya.

Pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat
telah dimulai pada akhir Desember 2015, sejak diterbitkannya izin
tetap penyelenggaran Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati
Nomor 417 Tahun 2015 oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Saat

awal operasionalnya, Rumah Sakit ini telah memberikan pelayanan
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bagi masyarakat mulai akhir Desember 2015, sejak diterbitkan izin
tetap penyelenggaraan Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati
Nomor 417 Tahun 2015 oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Pada
saat dimulainya operasional, pelayanan yang tersedia meliputi unit
rawat jalan sub unit poliklinik spesialis, ruang bersalin, ruang
gawat darurat (UGD), ruang OP, fasilitas diagnostik masuk
kedalam unit instalasi laboraturium dan instalasi radiologi),
instalasi kamar jenazah, instalansi farmasi dan juga tersedia USG 4
dimensi. Berjalannya operasional maka pihak rumah sakit dibantu
oleh karyawannya seperti karyawan medis dokter, perawat, bidan,

security (keamanan), dan cleaning (kebersihan).

Pelayanan yang tersedia adalah unit rawat jalan (poliklinik
sepesialis), unit gawat darurat (UGD), unit rawat inap, instalasi
ruang operasi, ruang bersalin, fasilitas penunjang diagnostik
(instalasi laboraturium dan instalasi radiologi), instalasi farmasi,
instalasi kamar jenazah. Sementara fasilitas lain yang tersedia
adalah radiologi dan USG 4 dimensi. Selanjutnya, sebagali
penunjang dalam kelancaran operasionalnya rumah sakit juga
dibantu oleh karyawan-karyawan, seperti dokter, perawat, bidan,

petugas kebersihan dan petugas keamanan.

Rumah sakit ini hanya mempunyai 120 tempat tidur,
kemudian pihak RSPUR menambah menjadi 172 tempat tidur.
Penambahan fasilitas yang memadai dan canggih seperti ruang
rehab jantung bekerjasama dengan Institusi Jantung yang bertaraf
internasional. Kemudian RSPUR juga menambah ruang kamar dari

VIP, kelas I, kelas 11, dan kelas 1l menjadi VVIP dan sweet room.
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Member IHC (Healthcare Corporation) adalah salah satu
rujukan rumah sakit BUMN, RSPUR akan mengupayakan
professional untuk melayani masyrakat, dan menjadi salah satu
acuan pertimbangan yang tepat bagi masyarakat khususnya Aceh.
RSPUR menerapkan berbagai macam pelayanan seperti promotif,
kuratif, preventif dan sebagai rehabilitative yang bertujuan untuk
meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat melalui peningkatan
derajat kesehatan. Pelayanan yang akan bertaraf internasional dan
mampu memenuhi  kebutuhan konsumen serta menjawab
persaingan global merupakan motivasi yang utama dalam
operasional rumah sakit. Rumah sakit RSPUR telah banyak
membantu serta dapat menyerap tenaga kerja yang bnyak yang
dikhususkan untuk putra dan putri khususnya Aceh dan sekitarnya.
Dan ini juga merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan
dan mampu menekan pengangguran yang Setiap tahunnya terus
meningkat setiap tahunnya.

Dalam mengelola perusahaannya pihak pengelola memiliki
tugas utama yaitu wewenang untuk menjalannya tugas di rumah
sakit. Karyawan-karyawan yang diberikan untuk mengemban tugas
pada bidangnya masing masing hal ini dapat memudahkan dan
melancarkan operasional dirumah sakit dari setiap interaksi

pelayanan.

3.1.1 Struktur Organisasi Pekerja Security Pada RSPUR

Stuktur Organisasi merupakan unit unit kerja atau komponen
komponen didalam organisasi. Organisasi ini terstruktur

menunjukan suatu susunan dengan kata lain hubungan komponen
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satu dengan lainnya saling berkaitan meliputi posisi dalam sebuah
organisasi  yang saling membutuhkan atau  memiliki
ketergantungan. Sehingga muncul timbal balik dalam sebuah

komponen yang berpengaruh dengan komponen lainnya.

3.2. Penilaian Terhadap Komitmen, Loyalitas, dan
Dedikasi Pegawai Tidak Tetap Terhadap Penentuan

Upah
Kata Loyalitas sudah tidak asing lagi terdengar. Kata ini
diperuntukkan untuk pekerja kepada majikan. Loyalitas itu berasal
dari kata “loyal” yang bermakna kesetian atau kepatuhan terhadap
suatu pekerjaan. Dalam artinya loyalitas ini merupakan bentuk
ketaatan atau kesetian karyawan terhadap suatu perusahaan.
Loyalitas ini tidak hanya menjalan tugas job description namun
dapat memberikan efek dalam memajukan suatu perusahaan.
Loyalitas juga berfungsi sebagai alat ukur patuh tidaknya seorang

karyawan terhadap perusahaannya.

Aspek-aspek loyalitas kerja terdapat pada seorang karyawan antara

lain:

1. Ketaatan karyawan terhadap perusahaan dapat dilihat
dengan menaati peraturannya. Loyalitas ini muncul dari
kesadaran karyawan yang dibuat perusahaan bertujuan
untuk memperlancar dan mempermudah pelaksana kerja
perusahaan. Namun sifat dari loyalitas ini memaksa dan
terpaksa atau takut terhadap sanksi yang akan diterima

apabila peraturan tersebut dilanggar.
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. Jika seorang karyawan memiliki tanggungjawab terhadap
perusahaan tempat dia bekerja maka iapun memiliki rasa
tanggungjawab yang besar terhadap tempat kerjanya
(perusahaan). Selain itu juga dapat meningkatan kehati
hatian karyawan terhadap pekerjaannya dan akan
mengembangkan berbagai inovasi demi kepentingan
perusahaan.

Keinginan dalam bentuk kerjasama karyawan wajib
memiliki sikap loyalitas, dan juga terbuka dalam menjalin
kerjasama terhadap karyawan lainnya. Hal ini dapat
memungkinkan karyawan mewujudkan tujuan perusahaan
yang belum dicapai oleh karyawan sebelumnya.
Kepemilikan atau rasa memiliki terhadap sifat karyawan
yang memiliki sikap untuk menjaga dan ada rasa
tanggungjawab terhadap perusahaan. Sehingga loyalitas
akan menimbulkan sikap sesuai demi tercapainya tujuan
perusahaan.

Hubungan antara satu karyawan dengan karyawan lainnya,
yang wajib mempunyai loyalitas semangat kerja yang
tinggi, yang menimbulkan hubungan antara pribadi yang
baik terhadap atasannya yang menyangkut hubungan kerja
maupun kehidupan pribadi.

Manusia pada dasarnyamenyukai pekerjaanya, namun ada
tahap fase mengalami jenuh atau bosan. Namun karyawan
yang memiliki sikap loyalitas yang baik mampu
menghadapi permasalahan dengan bijaksana dan mencintai

pekerjaannya.
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Mengorbankan segala bentuk tenaga, pikiran dan waktu
demi keberhasilan merupakan salah satu tujuan yang mulia.
Didalam konteks ini bahwa pegawai security tidak ada berperan di
segi pelayanan keamanan melainkan juga memiliki peran dalam

peningkatan produktivitas rumah sakit.

3.3. Analisis Pengupahan Pekerja Security Pada Rumah
Sakit Pertamedika Ummi Rosnati dalam Perspektif
Ijarah Bil ‘Amal
Upah merupakan hal penting dalam hubungan pekerjaan

antara karyawan dengan pihak perusahaan, dalam instansi atau
Lembaga tertentu. Penulis focus hanya kepada pekerja sebagai
security pada RSPUR.

Hasil penelitian di RSPUR ditemukan bahwa :

1. Status karyawan memiliki perbedaan baik karyawan
kontrak maupun karyawan tetap. Karyawan kontrak
maupun karyawan tetap. Karyawan tetap diberikan upah
atau gaji sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Pihak
perusahaan memberi tugas tetap dan pihak karyawan
menyediakan jasanya untuk waktu kerjanya demi
kepentingan rumah sakit. Dan karyawan kontrak diangkat
pihak RSPUR dalam waktu tempo ditentukan atau jangka
waktu terbatas

2. Semua pegawai memiliki berbagai macam jenjang
pendidikannya. Pegawai yang memiliki Pendidikan formal
SMA bekerja pada bidang keamanan dan juga kebersihan.
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Sedangkan untuk pegawai yang memiliki jenjang pendidkan
D-3 dan S-1 bekerja pada posisi pegawai administrasi.
Dalam menerima karyawan, managemen rumah sakit
melihat dari segi sejauh mana komitmen dan kualitas

kinerja karyawannya.'*?

Security adalah salah satu pekerja atau karyawan yang
bekerja dibidang keamanan di RSPUR. Tugas pokok yang dimiliki
security adalah menjaga keamanan dan juga ketertiban di wilayah
sekitar rumah sakit sesuai dengan posisi dan penempatan tugas

yang sudah terjadwal baik di dalam maupun di luar rumah sakit.
4. Perjanjian Kerja

Pihak pengelola RSPUR mempunyai sebuah perjanjian dan
kesepakatan kerja formal yang tertulis seperti perusahaan-
perusahaan lainnya. Hal ini bertujuan agar hubungan, kepercayaan,
serta tanggung jawab antara karyawan dengan manajemen RSPUR

ini dapat terjaga dengan sangat baik.

Secara umum pihak manajemen RSPUR menerapkan
persyaratan sebagai berikut :

1. Setiap karyawan yang bekerja diberikan tanggung jawab
serta jabatan Kkerja sesuai dengan kemampuan dan juga

kapasitasnya masing-masing.

113 Wawancara dengan Heru Gustian, pengawas RSPUR pada tanggal 4
Juni 2022
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2. Setiap karyawan diharuskan untuk bisa bekerja sesuai
dengan waktu dan juga tempat kerja yang telah ditentukan

langsung dari pihak rumah sakit.

3. Setiap karyawan bersedia ditempatkan tugas Kkerja

berdasarkan kebutuhan rumah sakit.

4. Setiap karyawan bersedia dan menyanggupi dalam
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan posisi dan ketentuan

yang berlaku di rumah sakit.

5. Setiap karyawan bersedia dan menyanggupi dalam
memberikan bantuan dan pelayanan terbaik kepada pasien maupun

pengunjung yang datang ke rumah sakit.

Bagi para pekerja baru yaitu petugas kebersihan dan juga
petugas keamanan, tidak diberikannya masa orientasi khusus,
dikarenakan dari phak rumah sakit tidak ingin menyulitkan para
pekerja yang ingin bekerja di RSPUR serta pihak rumah sakit
sendiri ingin membantu mengurangi jumlah pengangguran yang
ada di daerah sekitar. Namun, pihak rumah sakit tetap melakukan
pengawasan yang ketat terhadap para pekerja baru yang baru
bekerja di rumah sakit dengan tujuan bisa selalu mengevaluasi

setiap kinerja karyawannya.
5. Waktu Kerja

Jam kerja para karyawan RSPUR telah ditentukan
berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak

manajemen RSPUR yaitu selama enam hari dalam seminggu dan
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dua belas jam dalam sehari, satu jam istirahat. Adapun waktu yang

diberikan untuk pekerja security terbagi dua shift, sebagai berikut :

a. Shift pagi: 08:00 s/d 20:00 WIB
b. Shift malam: 20:00 s/d 08:00 WIB

4. Rutinitas Karyawan Security RSPUR

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh para karyawan security
RSPUR dalam kesehariannya adalah menyediakan serta
memberikan pelayanan terbaik bagi pasien dan juga pengunjung
yang datang ke RSPUR, menjaga keamanan, mengamankan suatu
aset, instansi, proyek, bangunan, properti atau tempat dan
melakukan pemantauan peralatan, pengawasan, pemeriksaan dan
jalur akses, dengan tujuan agar keamanan rumah sakit dapat selalu

terjaga dengan baik.

3.4. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Sistem  Pengupahan Karyawan Rumah  Sakit
Pertamedika Ummi Rosnati

Upah dalam Islam merupakan persoalan yang menyangkut
dan berhubungan langsung dengan tenaga Kkerja seseorang.
Kezaliman yang dapat menimbulkan kerusakan, kezaliman yang
dapat memeras kaum buruh atau menahan upahnya dilarang dalam
islam. Bahkan rasul sendiri sangat menentang para pelaku yang
tidak membayar upah yang layak dan adil bagi pekerja (buruh).
Salah satu hak pekerja yang utama yaitu mendapatkan upah yang
layak dan adil. Upah yang layak terdiri dari tiga aspek, yaitu:

kebutuhan pangan (makanan), kebutuhan sandang(pakaian),
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kebutuhan sandang (pakaian) dan kebutuhan papan (tempat
tinggal). Bagi pekerja yang belum menikah, maka tugas
majikannya harus mencarikan pendamping hidup.*** Maksud dari
kata layak bermakna sesuai (pasaran), tidak memberi upah itu jauh

dari upah biasa yang diberikan.

Ditinjau dari hal kelayakan dalam menetapkan upah hasil
wawancara dengan pekerja security mreks mendapatkan gaji
sebesar Rp. 2.200.000 perbulannya, hal ini tidak cukup bagi
kehidupan mereka yang masih lajang terlebih yang sudah menikah
atau berkeluarga. Jumlah yang diberikan hanya memenuhi sandang,

dang pangan saja tidak termasuk papan.**®

Dan upah tersebut dibawah Upah Minimum Provinsi yang
ditetapkan oleh PIt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT sebesar
Rp 3.208.327 Juta yang telah aktif mulai Januari 2019 yang mana
dasar dari Upah Minimum Provinsi tersebut berlandaskan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,
peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah
Minimum dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang

ketenagakerjaan.

Terkait upah yang dibayarkan terlalu rendah dibawah UMP
yang  ditetapkan  oleh  pemerintah, pihak  karyawan

mempermasalahkan gaji yang rendah karena mereka belum

114 \eithzal Rivai, Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktek
Manajemen Sumber Daya Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), him.
805

115 Wawancara dengan Fahmi, karyawan cleaning service RSPUR pada
tanggal 11 Juli 2019
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terpenuhi kebutuhan pangan, sandang maupun papan. Upah yang
diberikan oleh karyawan sangat tidak cukup bagi yang telah
berkeluarga, ditambah lagi jumlah waktu kerja yang melebihi batas.
Namun para pekerja mengganggap gaji yang dibayarkan memadai
jika dibandingkan mereka mengganggur dan memilih tidak

bekerja.'*®

Dalam Al-Qur’an telah diterangkan mengenai larangan
untuk merugikan hak-hak atas seseorang yang telah menjadi

tanggungannya maupun yang bukan tanggungannya.

Allah SWT berfirman dalam surat As-Syu’ara ayat 183
SN Ty, 4 [ AN PR B
Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-
haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi
membuat kerusakan.” (Q.S As-Syu’ara ayat 183).

Adil dan patut sesuai dengan Firman Allah dalam surah
Al-Bagarah ayat 233 dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015
(pasal 11) setiap pekerja(buruh) memperoleh upah yang sama
untuk pekerjaan yang sama nilainya. Dari hasil penelitian jumlah
upah yang dibayarkan belum adil. Hal ini berkaitan dengan
penetapan upah minimum provinsi (UMP), mengenai pemberian

upah bagi pekerja. Gubernur telah menetapkan jumlah upah

116 \Wawancara dengan Rahmat, karyawan security RSPUR pada tanggal
13 juni 2022
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minimum provinsi sebesar Rp. 3.280.322 juta perbulan dan ini
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2018.

Penetapan upah yang telah ditetapkan oleh Gubernur
dengan jumlah Rp 3.280.327 Juta merupakan upah bulanan
terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dengan
waktu Kerja tujuh jam perhari atau empat puluh jam perminggu
bagi sistem kerja enam hari perminggu, dan delapan jam perhari
atau empat puluh jam perminggu bagi sistem kerja lima hari
perminggu. Jumlah upah yang diberikan oleh pihak RSPUR
dibandingkan dengan UMP ini tidak proposional dan berdampak

pada kualitas kinerja karyawan.

Hasil dari wawancara, beberapa karyawan sering tidak
masuk Kerja, atau tidak melanjutkan kerja setelah masa kerja habis
dan ada juga memilih untuk resign.**” Hal ini sangat berhubungan
dan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dikarenakan factor

pemacu semangat karyawan adalah upah.

3.5. Sistem  Pengupahan  Karyawan Rumah Sakit
Pertamedika Ummi Rosnati Dalam Pandangan ljarah
bi Al-‘Amal

Pihak manajemen RSPUR telah mengatur dan
menetapkan kebijakan mulai dari persyaratan rekrutmen pegawai
sampai kepada kebijakan dan peraturan mengenai penetapan upah
karyawan. Akad ijarah terdiri dari beberapa unsur yaitu mu jir dan

Mmusta jir. Yang disebut Mu’jir adalah orang yang menyewa

17 Wawancara dengan Rizal, karyawan security RSPUR pada tanggal
10 juni 2022
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jasanya yaitu pegawai security yang bekerja di rumah sakit
sedangkan musta jir adalah pihak Rumah Sakit sebagai penyewa

tenaga kerja. Ada 16 pekerja security yang bertugas di rumah sakit.

Ada beberapa syarat dalam akad ijarah seperti baligh
(mumayyiz), cakap dan berakal sehat. Jika salah satu syarat tidak
terpenuhi maka akad ijarah tersebut menjadi batal. Pada umumnya
bermuamalah itu adalah subjek atau orang, namun dalam hal ini
pihak musta’jir atau penyewa terhadap jasanya adalah badan
hukum (RSPUR). Hasbi AshShiddieq mengutarakan pendapatnya
dalam bukunya bahwa pada awalnya yang dipandang sebagai
subjek adalah orang namun dengan berkembangnya pemikiran
dimana badan tersebut sudah dianggap subjek karena bertujuan
mengurus kepentingan umum kemudian pandangan pemikiran ini
terus berkembang hingga memiliki hak subjek. Dapat diperhatikan
juga bahwa yayasan-yayasan itu terdiri dari orang-orang yang
dipandang sebagai seorang dan mempunyai kemaslahatan masing-

masing pribadi.**®

Hasil wawancara dengan pengawas security, bahwa
jenjang Pendidikan yang bekerja di RSPUR dimulai dengan jenjang
formal SMA dan sarjana. Ditinjau dari segi jenjang Pendidikan
para pegawai telah cakap melakukan perbuatan hokum dalam

L. 119

menjalankan akad ijarah bil ‘ama Selanjutnya untuk

terpenuhinya hubungan antara ajir dengan musta’jir diadakan

18 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, Pengantar Figh Muamalah,
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), him. 194
119 Wawancara dengan Rizal, security RSPUR pada tanggal 4 Juni 2022
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kesepakatan yaitu sighat. Sighat sudah taka sing lagi didengar,
sighat yaitu suatu pemberian dan penerimaan atas sesuatu yang
telah disepakati. Sehingga munculnya hak dan kewajiban di dalam
hubungan tersebut. Dalam hal ini manajemen RSPUR telah
melakukan kontrak dengan karyawannya. Dalam akad ijarah untuk
mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya,
waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaanya
harus dijelaskan agar tidak kabur(samar). Dalam menentukan suatu
pekerjaan dengan suatu deskripsi, sama dengan menentukan suatu

pekerjaan dengan suatu zat tertentu.*®

Mengenai hal ini manajemen rumah sakit dalam
menentukan jenis pekerjaan dan siapa yang akan bekerja dilakukan
secara tertulis antara mujir dengan musta’jir, kemudian
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tertulis tersebut. Jumlah
karyawan kontrak yang bekerja sebagai security di RSPUR
berjumlah 16 orang, mereka bertugas untuk menjaga keamanan di
lingkungan RSPUR. Setiap mereka ada 3 kelompok yang masing
masing kelompok 3 orang yang diketuai 1 dandru (kepala satpam).
Dalam hal ini terlihat bahwa pihak RSPUR dalam menentukan
jenis pekerjaan kepada karyawannya sangat jelas, sehingga masing-
masing karyawan akan mengetahui tugas dan kewajibannya dalam
melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bisa bertanggung jawab

atas pekerjaan tersebut.

120 Tagyuddin An Nabhani, Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif
Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. 7, 2002), him. 86
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Konsep yang demikian sangat dijunjung tinggi oleh pihak
RSPUR, meskipun pada dasarnya tanggung jawab atas pekerjaan
sudah ditentukan kepada karyawannya, akan tetapi pada
kenyataannya di lapangan terkadang mereka bekerja saling bahu-
membahu atas pekerajaan teman mereka yang tidak hadir kerja, dan
pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar keikhlasan dan kesadaran

para karyawan.

Sejauh ini pengupahan pihak manajemen RSPUR belum
menjalankan sesuai dengan ijarah bi al-‘amal, karena tidak
membayarkan upah sesuai dengan kadar kerja yang telah
dilakukan, sehingga hanya menguntungkan sebelah pihak saja.
Dalam surah Al-Ahgaf ayat 19 dijelaskan bahwa hendaknya
pemberian upah itu sebanding dengan pekerjaannya. Dengan
demikian praktik yang dilakukan manajemen RPSUR belum
semuanya sesuai dengan ijarah bi al-‘amal, terutama mengenai
pemberian upah, yang mana sering kali pegawai security bekerja
dengan waktu lebih, namun upah atas pekerjaannya tersebut tidak
dibayarkan.



BAB EMPAT
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam
bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan
merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

4.1.1. Sistem pengupahan pada RSPUR kepada karyawan
security tidak sesuai jika dilihat dari segi sudut waktu.
Maka, waktu kerja yang telah ditetapkan pemerintah,
dimana pegawai security pekerja selama lebih dari
delapan jam perhari yaitu mulai dari pukul 08:00 WIB
hingga 20:00 WIB, dengan bonus dan juga tunjangan
sudah termasuk kedalamnya. Jika dilihat dari upah yang
diberikan, maka upah tersebut belum sesuai dengan
UMP. Pihak RSPUR memberikan jumlah upah tersebut
kepada pegawai yang masih lajang dan juga sudang
berkeluarga. Jumlah gaji yang belum sesuai dengan
UMP yang diberikan RSPUR kepada pegawai tidak tetap
akan memberikan dampak terhadap kualitas, etos kerja,
dan semangat para karyawan security. ini ditandai
dengan banyaknya karyawan tidak masuk Kerja,
terlambat masuk kerja, hingga para karyawan memilih

mengundurkan diri dan berhenti bekerja atau resign.

101
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4.1.2. Jika ditinjau dari system pengupahan RSPUR dari segi
prinsip dan syarat-syarat akad ijarah bil ‘amal telah
sesuai dengan hukum islam. Namun jika ditinjau dari
undang undang ketenagakerjaan maka para karyawan
bekerja lebih dari batas waktu yang ditentukan (lebih
dari delapan jam) dan juga adakalanya menutupi
karyawan yang tidak masuk kerja maka pihak karyawan
merasa dirugikan atas pembayaran upah tersebut

sehingga menguntungkan salah satu pihak.

4.2. Saran

Dalam penulisan karya ilmiah ini ada beberapa saran dari

penulis yaitu :

4.2.1. Sebagai pihak perusahaan yang mengatur system
operasional perusahaan diharapkan pihak RSPUR dapat
meninjau kembali pembayaran upah yang telah
ditetapkan oleh pemerintah agar tercapainya tingkat
kesejahteraan karyawan. Diharapkan kepada karyawan
security agar lebih displin dalam masuk kerja dan
menaati peraturan sehingga tidak ada yang dirugikam di
kemudian waktu. Dan juga perlu adanya DPS yaitu
perwakilan dar dewan syariah nasional (DSN)-MUI
yang ditempatkan di Lembaga Ekonomi atau industri
keuangan. Fungsi DPS hanyalah bertugas mengawasi
pelaksanaan fatwa DSN tersebut dilapangan pada

lembaga ekonomi dan lembaga keuangan syari’ah.
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4.2.2. Penulis mengharapkan agar karya ilmiah ini dapat
menjadi wawasan kepada para pembaca dengan tujuan
segala urusan muamalah itu harus menurut ketentuan
syaria’t, dan pekerjaan yang kita lakukan didasari nilai
keikhlasan untuk meningkatkan kualitas, tanpa adanya
unsur pemaksaan dengan tidak mengorbankan

kepentingan orang lain.
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DAFTAR WAWANCARA
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14.

15.

Sejak kapan Rumah Sakit Pertamedika ini berdiri?

Apa visi dan misi dari Rumah Sakit Pertamedika Ummi
Rosnati?

Bagaimana struktur organisasi dari karyawan security?
Bagaimana status karyawan security di rumah sakit ini?
Berapa jumlah karyawan security di rumah sakit ini?
Bagaimana kontrak kerja yang dilakukan untuk pegawai
security?

Bagaimana penetapan sistem kerja yang diberikan untuk
pegawai security?

Tugas apa saja yang diberikan untuk pegawai security?
Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan pada
pegawai security ?

Adakah kenaikan gaji/upah untuk pekerja security lama dan
pekerja security yang telah menikah?

Bagaimana kinerja karyawan security selama ini yang telah
bekerja?

Berapa besar gaji karyawan yang diberikan pada karyawan
security RSPUR dan apakah mengikuti UMP (Upah
Minimum Provinsi) Aceh?

Berapa jam waktu kerja dalam sehari dan berapa jumlah
hari kerja dalam seminggu yang ditetapkan oleh pihak
RSPUR ?

Apakah ada penambahan upah/upah lembur jika telah
bekerja melebihi batas waktu kerja yang telah ditetapkan?
Apakah ada pemotongan upah jika tidak masuk kerja karena
sakit dan bagaimana ketentuannya?
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